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ABSTRAK

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH ‘IDDAH DAN
MUT‘AH YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SHARI‘AH JASSER AUDA

M. Khusnul Khuluq
NIM 22933003

Penetapan nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian sering kali
mengalami penurunan dari jumlah tuntutan. Hal ini kurang menguntungkan bagi
pihak istri. Padahal, putusan yang diambil oleh hakim tersebut telah didasari dengan
pertimbangan yang logis dan juga telah diterima oleh kedua belah pihak. Oleh
karena itu, diperlukan formulasi putusan tentang nafkah iddah dan mut’ah yang
berkeadilan. Teori maqasid syariah Jasser Auda dapat digunakan untuk melakukan
formulasi putusan hakim terkait natkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis,
pendekatan filosofis dan pendekatan fenomenologis. Jenis data yang digunakan
adalah data pustaka yang melingkupi dokumen-dokumen hukum seperti Undang-
Undang, peraturan-peraturan, serta putusan-putusan pengadilan, dan dokumen-
dokumen lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini melingkupi tiga hal. Pertama,
menurunnya putusan nafkah iddah dan mut’ah dipengaruhi oleh berbagai faktor
seperti pembuktian, pekerjaan dan kondisi ekonomi suami, alternatif penyelesaian
sengketa yang terjadi, kerelaan istri, interpretasi hakim mengenai keadilan,
kelayakan, kewajaran dan jaminan terlaksananya putusan. Kedua, putusan tentang
nafkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan dapat diformulasikan dengan
mengimplementasikan fitur-fitur sistem yang diajukan Jasser Auda yang
melingkupi cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-
dimensionality dan purposefulness. Dengan implementasi beberapa fitur tersebut,
dapat secara mendalam menganalisis tujuan pewahyuan hukum Islam. Ketiga,
putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut’ah yang berkeadilan berimplikasi
pada perubahan paradigma putusan hakim yang semakin menekankan keadilan
substantif, peningkatan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat terutama
perempuan, efektifitas penegakan hukum Islam, pemahaman dan penyebaran nilai-
nilai keadilan hukum Islam, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
dalam menghormati dan menjalankan keputusan hukum. Selian itu, juga
berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi sehingga
memberikan kepercayaan yang lebih besar pada sistem peradilan.

Kata kunci: nafkah iddah dan mut’ah, putusan hakim yang berkeadilan, maqasid
syariah Jaseer Auda
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ABSTRACT

A JUDGE'S RULING ON FAIR ‘IDDAH AND MUT‘AH PROVISION IN
THE PERSPECTIVE OF JASSER AUDA'S MAQASID AL-SHARIAH

M. Khusnul Khuluq
NIM 22933003

The determination of nafkah ‘iddah and mut ‘ah in divorce cases often results in a
reduction from the claimed amounts, which tends to be disadvantageous for the
wife. Although such judicial decisions are based on logical considerations and
accepted by both parties, a more equitable formulation of rulings on nafkah ‘iddah
and mut‘ah is required. Jasser Auda’s magqasid al-shari‘ah theory offers a
framework for developing judicial decisions regarding natkah ‘iddah and mut‘ah
that promote justice. This study is normative legal research employing juridical,
philosophical, and phenomenological approaches. The data utilized included legal
documents, such as statutes, regulations, court rulings, and other relevant materials.
The findings of this study encompassed three main aspects. First, the reduction in
the ruling on natkah ‘iddah and mut‘ah was found to be influenced by several
factors, including evidence presented, the husband's employment and economic
condition, alternative dispute resolution, the wife's consent, judicial interpretation
of justice, appropriateness, and reasonableness, as well as the assurance of ruling
implementation. Second, equitable rulings on nafkah ‘iddah and mut‘ah could be
formulated by implementing the systemic features proposed by Jasser Auda,
including cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-
dimensionality, and purposefulness. By applying these features, a comprehensive
analysis of the objectives behind Islamic law could be achieved. Third, judicial
decisions on nafkah ‘iddah and mut‘ah aimed at promoting justice indicated several
implications. These include shifting the paradigm of judicial decisions towards
emphasizing substantive justice, enhancing the welfare of involved parties,
particularly women, improving the effectiveness of Islamic law enforcement,
disseminating and fostering an understanding of Islamic legal justice values, and
raising public legal awareness to respect and implement legal rulings. Additionally,
such decisions may contribute to increased accountability and transparency, thereby
strengthening public trust in the judicial system.

Keywords: ‘iddah and mut ‘ah provisions, judicial rulings, justice, Jasser Auda's
maqasid al-shari’ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari

1988
I. Konsonan Tunggal
Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
E Ba' b -
< Ta' t -
& Sa' § s (dengan titik di
atas)
d Jim Jj -
z Ha' ha’ h ( dengan titik di
bawah)
¢ Kha' kh -
2 Dal d -
3 Zal 2 z ( dengan titik di
atas)
J Ra r -
J Zai z -
o Sin S -
o Syin sy -
o= Sad s s (dengan titik di
bawah)
o= Dad d d (dengan titik di
bawah)
L Ta' t t (dengan titik di
bawah)
L Za' z z (dengan titik di
bawah)
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¢ 'Ayn ‘ koma terbalik ke
atas

¢ Gayn g -

o Fa' f -

S Qaf q -

4 Kaf k -

J Lam [ -

3 Mim m -

U Nun n -

3 Waw w -

¢ Ha' h -

s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya y -

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap:
33 dalla Ditulis Muta’addidah
3 Ditulis ‘iddah
1. Ta' marbiitah di akhir kata.
a. Bila dimatikan, ditulis 4:
dasa Ditulis Hikmah
Lo Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).
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b. Bila Ta’ Marbiitah diikuti dengan kata sandang ““al” serta bacaan kedua
itu terpisah, maka ditulis dengan 4

s W gl dal g Ditulis karamah al-
auliya’

c. Bila Ta’ Marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t

| i Jalll B8 5 | Ditulis | zakat al-fitr |

IV. Vokal Pendek

----------- fathah ditulis A
----------- kasrah ditulis -1
----------- dammah ditulis U
V. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis A
LUTPEEN ditulis Jahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
(g Ditulis Tansa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
m s Ditulis Karim
4. dammah + wawu mati ditulis U
oas A ditulis Furid
VI.  Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis Ai
Sy ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis Au
Js ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
& ditulis a'antum
Sy ditulis u'iddat
SR A ditulis la'in syakartum
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VIIIL.

IX.

Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oA ditulis al-Qur'an

ot ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya serta menghilangkan huruf1 (el)-nya.

sl ditulis as-sama'

el ditulis asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

vas il 52 ditulis zawi al-furiid

i an) ditulis ahl al-sunnah
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Segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat,
hidayah, dan inayah-Nya yang tak pernah putus, sehingga disertasi ini dapat
terselesaikan dengan baik. Hanya berkat pertolongan-Nya, saya mampu melalui
setiap proses dan tantangan dalam penelitian ini, meski dihadapkan pada berbagai

perubahan dan hambatan yang tidak terduga.

Dalam perjalanan penyusunan disertasi ini, terdapat beberapa penyesuaian
yang perlu dilakukan, terutama terkait perubahan lokasi dan sampel penelitian dari
rencana awal. Meskipun demikian, dengan kehendak Allah SWT dan dukungan
dari berbagai pihak, perubahan-perubahan ini dapat dihadapi dengan baik hingga

akhirnya penelitian ini dapat dirampungkan sesuai tujuan.

Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan

dukungan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid,
S.T., M.Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas I[lImu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.

3. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati,
S.H.I, M.S.1

4. Promotor, Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS, dan Co-Promotor, Prof. Dr.
Tamyiz Mukharrom, M.A.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum,' penerapan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia
dicirikan dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), adanya
pembagian kekuasaan, adanya kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintah
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya
peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum di Indonesia, maka
berbagai unsur itu harus diterapkan secara konsisten.

Konsekuensi logis dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman
yang terpisah dari kekuasaan lain. Termasuk salah satu prinsip dari negara hukum ini
adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dengan tujuan untuk menyelenggarakan
peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.® Hal ini sebagaimana juga
ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara hasil Amandemen ke-3.* Hal
ini juga diperkuat dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Yang pada intinya mempertegas bahwa lembaga peradilan
menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan.’

Pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah
Konstitusi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Dasar tahun 1945.°

Di dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, posisi Hakim adalah
sebagai pelaksana nyata kekuasaan kehakiman. Sebagaimana ditegaskan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 19 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat

' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

2 Haposan Sillagan, “Penerapan Prinsip negara Hukum di Indonesia”, Junal Sosiohumaniora, Vol.
18, No. 2 (2016), hlm. 122-128.

3 Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, Cetakan 1
September, 2015), hlm. 2.

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Pasal 2.

¢ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).



negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.’
Dari situ, sebagaimana juga ditegaskan oleh Sunarto, bahwa Hakim bisa dipandang
sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman.® Dengan demikian, sebagai pelaku nyata
kekuasaan kehakiman, sebagaimana fungsi kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan
hukum dan keadilan, maka hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Di pengadilan tingkat pertama, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,” dan juga ditegaskan dalam pasal 18
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan
tingkat pertama secara umum dibagi menjadi peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.'” Dari situ, tampak bahwa hakim
menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan di sistem peradilan masing-masing
sesuai dengan kewenangan peradilan masing-masing.

Di dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Pengadilan agama adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah mahkamah agung yang kemudian
diatur tersendiri dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7, lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berada di bawah
mahkamah agung, Pengadilan Agama memiliki kewenangan sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang
melingkupi perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam, wakaf dan sedekah.!! Kewenangan ini kemudian diperluas dengan pasal
49 Undang-Undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Dalam
ayat (1) pasal 49 tersebut disebutkan bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah.” '*
Dari situ, tampak bahwa salah satu kewenangan peradilan agama adalah memeriksa,

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 19.

8 Sunarto, Batasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim. (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2021), hlm. 281.

° Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

YUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 18.

"' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Pasal 49 ayat (1).

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 22, Pasal 49 ayat (1).



memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan.

Dalam penjelasannya, baik penjelasan pasal 49 Undang-Undang Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989,"* maupun perubahannya yaitu pasal 49 Undang-Undang Nomor
6 tahun 2006, masalah perkawinan ini terdiri dari 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dan
dua diantaranya adalah perkara perceraian karena talak dan gugatan perceraian.'® Ini
yang kemudian di Pengadilan Agama disebut cerai talak dan cerai gugat.

Tentang perceraian, secara normatif dapat merujuk pada Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, juga berpedoman pada Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.
Meski ada yang berpendapat bahwa Instruksi Presiden tidak relevan lagi karena
Peradilan Agama telah menjadi peradilan independen yang berada dalam rumpun
kekuasaan yudikatif, namun Kompilasi Hukum Islam tetap eksis.

Sebuah perkawinan tidak selamanya bertahan. Ikatan perkawinan akan putus,
apakah karena salah satu pihak meninggal, atau karena perceraian, atau karena putusan
pengadilan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang
perkawinan disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan
karena putusan pengadilan.'’ Kemudian, Pasal 39 ayat (1) pada intinya menyatakan
bahwa perceraian hanya dapat terjadi di pengadilan setelah tidak berhasil dilakukan
upaya damai.'®

Kemudian khusus tentang perceraian, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa
gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.'” Hal ini mempertegas bahwa perceraian
di luar pengadilan tidak diakui sebagai sebuah perceraian.

Hal itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh salah
satu pihak di pengadilan setempat.'® Dalam hal ini, perceraian dapat diajukan baik oleh
pihak suami maupun istri. Dari situ, dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang

13 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, Pasal 49 ayat (1).

4 Ibid. Pasal 49 ayat (1).

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 38.

16 Ibid. Pasal 39 ayat (1).

17 Ibid. Pasal 40 ayat (1).

18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Pasal
20 ayat (1).



Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahnya masih berbicara perceraian secara
umum. Belum ada kategorisasi cerai talak dan cerai gugat.

Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pasal 114 KHI yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan karena perceraian
bisa terjadi karena talak atau karena gugatan.'® Pasal ini menunjukkan bahwa,
perceraian bukan hanya terjadi dalam bentuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri,
namun juga karena talak. Dari sini dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi
dalam dua bentuk. Yaitu karena talak atau karena gugatan perceraian.

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang talak, dapat ditemukan dalam Pasal 117
KHI yang menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang yang dapat
menjadi sebab putusnya perkawinan.?’ Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 129
KHI yang menyatakan bahwa, "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada
istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan
Agama.”*!

Adapun tentang gugatan perceraian dijelaskan dalam pasal 132 KHI yang pada
intinya menyatakan bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan yang
wilayah hukumnya mewilayahi domisili penggugat (istri). Kecuali jika istri
meninggalkan kediaman tanpa izin suami.?? Hal ini memberikan penjelasan bahwa
cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Dalam hal terjadi perceraian, perempuan memiliki hak-hak tertentu.
Perempuan adalah kelompok rentan yang kerap kali terabaikan hak-haknya. Sebagai
kelompok rentan, diperlukan regulasi khusus untuk melindungi hak-haknya. D1 tahun
1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak
Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen ini mengakui dan diharapkan mampu
memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) bagi semua orang. Karena
itu, pasal satu DUHAM diawali dengan frasa “setiap orang.”*

Di dalam perjalanannya, itu tidak berjalan mulus. Karena meski DUHAM
ditujukan untuk mengakui hak setiap orang, namun terjadi diskriminasi terhadap
perempuan. Di mana perempuan mengalami pembedaan dalam menikmati hak-haknya.
Karena itu, di tahun 1978 majelis Umum PBB menetapkan Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW).

1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

20 Ibid. Pasal 117.

2! Jbid. Pasal 129.

22 Ibid. Pasal 132.

2 United Nations. General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. Vol. 3381.
(United States of America: Department of State, 1949), Pasal 1.



Sebagaimana namanya, regulasi ini dimaksudkan menghapuskan diskriminasi terhadap
perempuan karena diskriminasi perempuan masih kerap terjadi.**

Dalam konteks hak pasca perceraian, seorang istri mempunyai hak-hak yang di
antaranya adalah hak nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Ketika terjadi perceraian, bagi seorang
istri berlaku masa ‘iddah/masa tunggu.” Selama waktu tunggu itu, istri masih memiliki
beberapa hak terhadap suaminya. KHI pasal 149 menyebutkan itu. Jika perkawinan
putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah
kepada bekas istri selama dalam ‘iddah.?® Dan khusus tentang nafkah ‘iddah,
disebutkan juga dalam KHI pasal 152 yang pada intinya menyatakan bahwa, bekas istri
berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.>’

Adapun tentang mut‘ah, ini juga merupakan hak istri pasca perceraian. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 149 huruf a yang pada intinya menyatakan
bahwa, jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan
mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas

istri tersebut gobla al dukhul.?®

Di dalam konteks perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, baik nafkah
‘iddah maupun mut‘ah, keduanya kerap menjadi objek sengketa. Pada umumnya,
kedua hal tersebut diajukan dalam bentuk gugatan balik ketika suami menuntut
perceraian. Dalam hal ini, Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan gugatan
balik tersebut untuk kemudian mengadili dengan menjatuhkan putusan. Adapun
tentang jumlah gugatan serta jumlah yang dikabulkan dapat ditelisik dalam putusan-
putusan yang memuat tentang hak-hak istri pasca perceraian.

Sebagai produk hukum, putusan tentu harus memenuhi elemen-elemen
tertentu. Menurut Radbruch, elemen hukum harus memuat aspek keadilan, kepastian
dan kemanfaatan.”” Keadilan dapat dikategorikan sebagai elemen filosofis atau aspek
filsafat dari hukum itu sendiri. Yang artinya, sebuah putusan harus bermuatan keadilan.
Hal ini selaras dengan apa yang secara normatif diamanatkan oleh pasal 24 ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa fungsi
kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan. *°

Jika mengamati putusan-putusan yang memuat tentang hak-hak istri pasca
perceraian, dalam mengabulkan tuntutan tentang natkah cenderung lebih rendah dari

24 United Nations, General Assembly. "Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women." Retrieved April 20 (Jenewa: United Nations, 1979), Preamble.

% Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153.

26 Ibid. Pasal 149 huruf (b).

7 Ibid. Pasal 152.

28 Ibid. Pasal 148 huruf (a).

2 Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav
Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1 (2017), him. 143.

30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).



jumlah tuntutan. Dalam hal ini akan ditunjukkan beberapa putusan sebagai contoh.
Misalnya, Putusan Pengadilan Agama Kaimana misalnya, dalam putusan nomor
1/Pdt.G/2021/PA.Kmn, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lampau
dengan total Rp126.000.000.- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk selama
jangka waktu tujuh tahun, nafkah ‘iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan
mut‘ah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) Dalam hal ini, majelis mengabulkan
tuntutan tersebut dengan membebankan pada Tergugat Rekonvensi untuk membayar
natkah lampau sejumlah Rp7.000.000.- (tujuh juta rupiah), nafkah ‘iddah sejumlah
Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut‘ah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta
rupiah).’!

Dalam hal nafkah ‘iddah dan mut'ah, majelis hakim mengabulkan sesuai
dengan jumlah tuntutan. Namun, jumlah natkah lampau yang dikabulkan sangat jauh
dari jumlah tuntutan, yaitu dari Rp126.000.000.- menjadi Rp7.000.000.- Dalam
mengabulkan tuntutan ini, pertimbangan yang digunakan adalah kesanggupan
Tergugat rekonvensi. Kecenderungan seperti ini tampak dalam putusan-putusan yang
memuat tentang nafkah lampau, nafkah ‘iddah dan mut‘ah.

Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp. Dalam hal
ini, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan nafkah lampau dengan total
Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk selama jangka waktu sebelas tahun,
naftkah ‘iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut‘ah berupa uang
sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Dalam hal ini, majelis mengabulkan
tuntutan tersebut dengan membebankan pada Tergugat Rekonvensi untuk membayar
nafkah lampau sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), natkah ‘iddah
sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut‘ah berupa cincin emas 22 karat
seberat 8 gram.*? Dari sini juga dapat dilihat terjadi penurunan antara jumlah yang
diajukan dengan yang dikabulkan.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Skl. Dalam
hal ini, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi berupa mut‘ah
25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), natkah ‘iddah Rp30.000.000.- (tiga juta
rupiah), dan nafkah lampau Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk selama dua bulan.
Dalam hal ini yang dikabulkan oleh majelis adalah mut‘ah Rp10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah), ‘iddah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dan nafkah lampau 4.000.000.-
(empat juta rupiah) untuk selama dua bulan. Dalam hal mut‘ah, majelis
mempertimbangkan tentang kepatutan, kelayakan serta jangka waktu pernikahan, serta
kemampuan Tergugat rekonvensi. Adapun tentang nafkah ‘iddah, majelis
mempertimbangkan tentang asas keadilan dan kepatutan, serta kemampuan Tergugat.
Dan dalam hal nafkah lampau, majelis mempertimbangkan tentang azas keadilan dan

31 pengadilan Agama Kaimana, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 3 Februari 2021.
32 Pengadilan Agama Kupang, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 1 April 2021.



kepatutan.*® Dalam putusan ini, terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah tuntutan
dan yang dikabulkan.

Dalam beberapa putusan di atas, dapat diamati kecenderungan terjadi
penurunan dalam hal nafkah. Beberapa contoh putusan lainnya yang memiliki
kecenderungan seperti ini adalah Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor
13/Pdt.G/2021/MS.Skl., ** juga Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor
14/Pdt.G/2021/PA.Thn., *° dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor
17/Pdt.G/2021/MS.Sk1.*

Putusan semacam itu menarik jika dilihat dari pandangan filsafat utilitarian.
Dalam pandangan utilitarian, suatu keadilan menekankan aspek utilitas. Utilitarianisme
ini adalah aliran hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan
Rudolf von Jhering. Tesis utama yang diajukan kaum utilitarian adalah bahwa baik
buruknya sesuatu dilihat dari sejauh mana dia mendatangkan manfaat dan
kebahagiaan.®’

Dari sini dapat dipahami bahwa, utamanya bagi istri yang menerima nafkah
pasca perceraian, semakin tinggi yang dikabulkan, semakin adil karena semakin
memberi manfaat dan kebahagiaan. Yang artinya semakin menurun, semakin
menunjukkan indikasi sebaliknya. Karena semakin rendah yang dikabulkan, artinya
semakin rendah pula tingkat utilitas yang didapatkan. Yang artinya semakin menurut
tingkat keadilan yang diberikan. Namun, putusan-putusan tersebut dijatuhkan
berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan pihak suami. Dan dalam putusan
tertentu kesepakatan antara keduanya juga menjadi pertimbangan hukum. Sehingga,
putusan-putusan semacam itu telah cukup mendapatkan argumentasi yang masuk akal
dalam pertimbangannya.

Kecenderungan ini menunjukkan tidak terpenuhinya salah satu elemen hukum,
yaitu keadilan. Sementara itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, fungsi
kekuasaan kehakiman yang secara nyata dijalankan oleh Hakim adalah untuk
menegakkan keadilan. Namun di sisi lain tampak ada keadilan yang minim dalam
putusan-putusan tersebut. Selain itu, dengan mencermati putusan-putusan yang
memuat hak-hak istri pasca perceraian yang memuat nafkah ‘iddah dan mut‘ah, belum
tampak gambaran yang jelas tentang bagaimana struktur keadilan sebagai filsafat
hukum itu sendiri. Dengan kata lain, belum tampak aspek filosofis dari putusan-putusan
1tu.

33 Mahkamah Syar'iyah Singkil, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/MS.Skl, tanggal 5 Feberuari 2021.

3 Mahkamah Syari'yah Singkil, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Skl, tanggal 11 Februari
2021.

35 Pengadilan Agama Tahuna, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Thn., tanggal 1 April 2021.

3¢ Mahkamah Syari'yah Singkil, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Skl., tanggal 3 Maret 2021.
37 Mahrus Ali. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi
Metodologisnya." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 2 (2017), hlm. 15.



Dalam konteks yang lebih luas, dapat dilihat bahwa putusan-putusan tentang
nafkah ‘iddah dan mut‘ah didasarkan pada konstruksi filsafat keadilan sekular yang
dalam hal ini adalah pandangan yang diusung oleh Radbruch, bahwa sebuah hukum
harus memuat aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam hal ini, keadilan
selalu merujuk pada utilitarianisme. Padahal, sebagaimana telah ditunjukkan, bahwa
ada ketidakkonsistenan penggunaan filsafat utilitarianeisme ketika nafkah yang
dikabulkan selalu lebih rendah dari tuntutan. Sementara itu, dari segi kepastian, belum
adanya ukuran besaran nafkah yang patut dan layak. Hal ini menunjukkan bahwa
putusan-putusan yang disusun belum memiliki standar keadilan. Sehingga, penting
untuk melakukan formulasi putusan hakim, utamanya putusan terkait dengan nafkah
‘iddah dan mut‘ah yang berkeadilan.

Sebuah pengetahuan filosofis selalu memiliki tiga aspek. Yaitu aspek ontologi,
epistemologi dan aksiologi. Aspek ontologi berbicara tentang esensi atau hakikat suatu
pengetahuan dengan upaya membuktikan tentang eksistensi. Sementara itu, aspek
epistemologi mengkaji dasar-dasar pengetahuan, sumber, dan metode memperolehnya,
termasuk bagaimana pengembangannya. Sementara itu, aspek aksiologi menyoroti
relasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, termasuk kelayakan pengembangan
sebuah pengetahuan.®® Karena itu, formulasi terhadap putusan Hakim perlu juga
dilakukan dalam aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dalam melakukan formulasi, tentu memerlukan perangkat filosofis. Dalam
studi filsafat hukum Islam kontemporer, Jasser Auda telah mengembangkan suatu
filsafat hukum Islam yang sistemik. Ini merupakan perkembangan mutakhir tentang
studi magashid al-shari‘ah. Dalam hal ini, Auda mengadopsi pendekatan sistem
terhadap maqgashid al-shari ‘ah untuk diposisikan sebagai filsafat hukum Islam. Dalam
hal ini, Auda mengajukan enam fitur sistem. Yaitu, cognitive nature (watak kognitif),
wholeness (menyeluruh), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy (interrelasi
hierarkis), multi-dimensionality (multidimensional), dan purposefilness (bertujuan).*
Dalam penelitian ini, apa yang diajukan Auda dapat menjadi basis filsafat yang
mendasari putusan dalam hal nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Dari sini, perlu dilakukan studi
mendalam tentang bagaimana putusan majelis hakim terkait dengan natkah ‘iddah dan
mut‘ah yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep putusan majelis hakim terkait
dengan nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang berkeadilan dalam perspektif magasid al-
shari‘ah Jasser Auda. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

3% Dewi Rokhmah. "llmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan

aksiologi." Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 172-186.
3 Jasser Auda, Magqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law. (Herndon-Virginia:
International Institute of Islamic Thought [IIIT], 2017), hlm. 45.



1. Mengapa jumlah nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang dikabulkan dalam putusan
hakim cenderung menurun dari jumlah tuntutan?

2. Bagaimana putusan majelis hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang
berkeadilan dalam perspektif magasid al-shari‘ah Jasser Auda?

3. Bagaimana implikasi putusan majelis hakim terkait natkah ‘iddah dan mut‘ah
yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda terhadap
implementasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian
Bagian ini memaparkan beberapa tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami mengapa jumlah nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang dikabulkan
dalam putusan majelis hakim cenderung menurun dari jumlah tuntutan.

2. Untuk melakukan konstruksi putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah
yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda.

3. Untuk memahami implikasi putusan hakim terkait natkah ‘iddah dan mut‘ah
yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda terhadap
implementasi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan para
akademisi dalam konteks studi tentang putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah
yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari‘ah Jasser Auda. Secara teoritis,
penelitian ini juga membuka perspektif baru tentang filsafat hukum dalam konteks
putusan hakim mengenai natkah ‘iddah dan mut‘ah. Dengan menggali lebih dalam
aspek-aspek filosofis dalam putusan hakim terkait dengan masalah nafkah tersebut,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
pemahaman filsafat hukum dalam lingkup hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi literatur bagi para akademisi dalam
lingkup studi filsafat hukum Islam, khususnya tentang putusan hakim terkait nafkah
‘iddah dan mut‘ah yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-shari ‘ah Jasser Auda.
Hal ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi para hakim dalam menyusun putusan
terkait dengan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya natkah ‘iddah dan mut‘ah.
Dengan memahami perspektif filsafat hukum yang ditemukan melalui penelitian ini,
hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor filosofis yang mendasari keputusan
mereka, sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih kokoh dan bermakna.



10

E. Sistematika

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri beberapa
sub. Adapun ulasan lebih detil adalah sebagai berikut. Bab I terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bagian ini saling berkaitan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai
alasan dan tujuan penelitian. Latar belakang menguraikan konteks dan pentingnya isu
yang diteliti, yang kemudian mengarah pada rumusan masalah. Rumusan masalah
menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama. Tujuan
penelitian menyatakan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yang berguna dalam
menjelaskan kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menguraikan manfaat teoritis
dan praktis dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan memberikan gambaran
umum tentang struktur disertasi, sehingga mempermudah pembaca dalam mengikuti
alur penelitian.

Bab II adalah kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka terdiri dari
penelitian terdahulu yang memuat penelitian yang relevan yang telah ada terkait dengan
isu ini. Adapun kerangka teori yang memuat teori-teori sebagai jawaban yang bersifat
teori atas rumusan masalah yang diteliti. Kajian pustaka menelaah penelitian-penelitian
sebelumnya yang relevan dengan isu yang diteliti, membantu mengidentifikasi celah
penelitian dan memberikan konteks historis dan konseptual. Kerangka teori
mengembangkan teori-teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang
diajukan, sehingga memberikan pijakan teoritis yang kuat bagi analisis dalam Bab IV.

Adapun bab III bicara tentang metode penelitian yang digunakan. Metode
penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini menjelaskan jenis
penelitian dan pendekatan yang digunakan. Jenis dan sumber data yang akan
dikumpulkan dan sumber data tersebut, baik data primer maupun sekunder. Teknik
pengumpulan dan analisis data menguraikan teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data. Secara umum bab ini memastikan metodologi
yang sistematis dan valid.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil
analisis mengapa jumlah nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang dikabulkan dalam putusan
cenderung lebih rendah dari jumlah tuntutan. Kemudian juga bagaimana putusan hakim
terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang berkeadilan dalam perspektif maqasid al-
shari‘ah Jaseer Auda. Selain itu juga menjelaskan bagaimana implikasi putusan terkait
nafkah ‘iddah dan mut‘ah yang berkeadilan tersebut terhadap implementasi hukum
Islam.

Sementara itu, bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dilakukan secara induktif dari hasil penelitian dan pembahasan. Adapun
saran melingkupi hal-hal yang menjadi rekomendasi pasca penelitian ini. Terutama
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terkait dengan keterbatasan dari kajian ini, sehingga perlu untuk dilengkapi dan
dilanjutkan oleh peneliti setelahnya.
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BAB I
PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab II dari disertasi ini merupakan fondasi yang penting dalam penelitian yang
sedang dilakukan. Bab ini akan memaparkan dua elemen kunci yang menjadi landasan
penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pertama, akan dibahas
penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat untuk memberikan
gambaran umum tentang perkembangan dan temuan-temuan sebelumnya. Kedua,
kerangka teori akan diuraikan untuk menunjukkan basis teoretis yang mendukung
penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat studi terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti
lain yang telah dilakukan. Studi terdahulu disajikan secara deskriptif analitis dengan
menyebutkan nama peneliti serta judul laporannya. Kemudian metode dan temuan
secara umum. Dalam hal ini, studi terdahulu melingkupi beberapa kelompok yang
meliputi 1) hak-hak istri pasca perceraian, 2) natkah ‘iddah dan mut‘ah, 3) serta filsafat
hukum Islam, 4) filsafat putusan hakim dan 5) keadilan dalam putusan hakim.

Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin
dan Muwnawwarah Samad telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah
laporan berjudul "The Protection of Women and Children Post-Divorce in Syaria Court
in Aceh: A Sosiological Perspective.” Dalam studi ini mengulas tentang perlindungan
terhadap perempuan dan anak pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Aceh
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini
adalah putusan-putusan Mahkamah Syar’iyyah di beberapa daerah di Aceh, serta
wawancara dengan berbagai pihak seperti hakim, tokoh masyarakat, kepala desa,
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi, tokoh adat, dan aktivis LSM. Hasil
kajian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah memastikan
perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Putusan
Mahkamah Syar’iyah di Aceh mengatur pemberian nafkah ‘‘iddah, natkah mutah,
pembagian harta bersama, dan hak pengasuhan anak kepada perempuan; sementara
anak diberikan biaya hidup, perwalian dari keluarga, dan pengasuhan dari ibu. Secara
sosiologis, hukum berperan sebagai alat kontrol sosial melalui Mahkamah Syar’iyah,
dengan hakim sebagai elemen penting dalam struktur hukum yang didukung oleh
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berbagai unsur masyarakat, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat
terlaksana secara adil.*’

Studi tersebut memberikan gambaran tentang implementasi hukum dan
perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya dalam konteks pemberian
nafkah ‘‘iddah dan nafkah mutah, di mana hal tersebut merupakan fokus utama dari
disertasi ini. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, studi tersebut
menunjukkan bagaimana putusan hakim dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial
yang memastikan keadilan bagi perempuan dan anak. Hal ini relevan juga dengan
tujuan disertasi ini, yaitu untuk mengeksplorasi dan merumuskan ulang filsafat putusan
hakim dengan menggunakan teori magasid al-shari‘ah Jaseer Auda yang juga
menekankan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Data dan temuan dari studi ini
dapat digunakan sebagai landasan empiris untuk mendukung analisis tentang
bagaimana putusan hakim dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip magqasid al-
shari‘ah dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah.

Abdurrahman Dahlan, Fathinuddin, Azizah, Nur Rohim Yunus, dan Aliyeva
Patimat Shapiulayenva telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Women's Post-Divorce Right in Malaysian and Indonesia'’s Court Decision."
Dalam studi ini disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia, dua negara mayoritas
berpenduduk Muslim dan mengikuti madzhab Syafi’i, memiliki kesamaan terkait hak-
hak istri dalam proses perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hak-hak
istri dalam perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Mahkamah Syariah di Malaysia, dengan
periode penelitian antara tahun 2014 hingga 2016. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan perbandingan dan analisis perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang dapat diterima oleh istri dalam
perceraian termasuk hak nafkah ‘‘iddah, mut‘ah, dan hadanah. Namun, terdapat
perbedaan dalam putusan pengadilan terkait hak-hak istri dalam perceraian antara
Indonesia dan Malaysia. Perbedaan tersebut terutama terjadi dalam hal istri tidak
mengajukan atau menuntut hak-haknya secara eksplisit kepada majelis hakim selama
persidangan. Di Indonesia, hakim memiliki hak ex officio untuk memberikan hak-hak
kepada istri meskipun istri tidak secara aktif meminta hak-haknya selama proses
persidangan. Namun, di Malaysia, hak-hak istri harus diminta kepada majelis hakim
oleh istri itu sendiri, karena perceraian di Malaysia merupakan permohonan dan
kesepakatan antara kedua belah pihak.*!

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan disertasi ini. Penelitian
ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pengadilan di dua negara

0 Fajri M. Kasim, et al. “The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts
in Aceh: A Sociological Perspective.” Ahkam: Jurnal IImu Syariah, Vol. 22, No. 2 (Desember 2022),
hlm. 1-15.

4 Abd Rahman Dahlan, et al. “Women’s Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian’s
Court Decisions.” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 23, No. 1 (Juni 2023), hlm. 191-212.
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yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Indonesia dan Malaysia, dalam
hal hak-hak istri pasca perceraian, termasuk nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Temuan dalam
studi tersebut mengenai perbedaan dalam cara hakim memberikan hak-hak tersebut—
hak ex officio di Indonesia versus permintaan eksplisit di Malaysia—memberikan
konteks penting bagi analisis tentang bagaimana putusan hakim dapat diformulasi
untuk lebih sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari ‘ah. Dengan demikian, studi
ini tidak hanya membantu mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam
implementasi hak-hak pasca perceraian, tetapi juga mendukung argumen dalam
disertasi ini bahwa formulasi filsafat putusan hakim perlu dilakukan untuk memastikan
keadilan dan kesejahteraan perempuan sesuai dengan tujuan syariah.

Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian
dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.” Laporan tersebut membahas tentang hak-hak
perempuan pasca perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. Hak-hak
perempuan setelah perceraian dirasa perlu untuk dibahas lebih lanjut, karena dalam
sistem hukum Indonesia hak-hak perempuan setelah perceraian dijamin oleh peraturan
Mahkamah Agung, mengingat perkawinan dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan
hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan jenis studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pasca perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam
Undang-Undang Perkawinan, serta terbitnya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian
menurut hukum Islam, mantan suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi. ‘iddah
dan hadhanah kepada istri dan anak, nafkah mut‘ah bagi wanita yang bercerai, serta
hutang mahar yang harus segera dilunasi.*?

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang hak-hak perempuan
pasca perceraian, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia,
yang menjadi landasan penting untuk analisis dalam disertasi ini. Temuan mereka
mengenai jaminan nafkah ‘iddah dan mut‘ah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan
dan Perma nomor 3 tahun 2017, serta kewajiban mantan suami menurut hukum Islam,
menyoroti keselarasan antara hukum positif dan syariah dalam konteks perlindungan
hak-hak perempuan. Hal ini mendukung tujuan disertasi ini, yaitu untuk me formulasi
filsafat putusan hakim dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid al-shari‘ah,
guna memastikan putusan yang lebih adil dan berkeadilan bagi perempuan pasca
perceraian. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup
norma hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, yang sejalan dengan upaya formulasi
filsafat hukum untuk mencapai keadilan substantif bagi perempuan.

Ahmad Yani, Symarni Alam, dan Edi Mulayi telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak

42 Hamzah, et al. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum
Islam.” Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022), hlm. 62-80.
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Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku.” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak perempuan dalam
Islam pasca perceraian serta menganalisis bagaimana putusan hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa mengenai masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
putusan perceraian, baik yang diajukan oleh istri maupun suami, seringkali hak-hak
istri tidak dimasukkan, karena hakim cenderung membatasi putusannya hanya pada
materi gugatan yang diajukan, sehingga hak-hak seperti mut‘ah, hak asuh anak, dan
hak atas harta gono gini tidak dijamin secara hukum jika tidak menjadi bagian dari
gugatan. Selain itu, dalam kasus perceraian gugat, seringkali tidak ada gugatan yang
secara eksplisit mengenai hak-hak istri, namun dalam kasus di mana penyebab
perceraian adalah suami yang tidak bersedia menceraikan istri, hakim menggunakan
kewenangannya secara ex officio untuk memastikan suami memberikan mut‘ah.
Sedangkan dalam putusan rekonvensi, hak-hak istri dijelaskan secara rinci oleh hakim,
termasuk nafkah ‘iddah, mut‘ah, natkah lampau, dan biaya anak, meskipun jumlah
nominalnya tidak selalu konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya.* Penelitian
ini menyoroti ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam
mendapatkan perlindungan hukum yang memadai pasca perceraian di Pengadilan
Agama Tigaraksa. Temuan bahwa hakim seringkali hanya memutuskan berdasarkan
gugatan yang diajukan tanpa memasukkan hak-hak istri secara menyeluruh,
menunjukkan perlunya formulasi dalam cara putusan hakim dibuat, yang sesuai dengan
prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah untuk memastikan keadilan substantif bagi
perempuan. Pendekatan hakim ex officio dalam kasus di mana suami tidak bersedia
menceraikan istri juga menunjukkan relevansi dengan upaya untuk mempertimbangkan
ulang dan menyelaraskan filsafat putusan hakim dengan tujuan maqasid al-shari‘ah,
agar hak-hak seperti nafkah ‘iddah dan mut‘ah dapat dijamin secara konsisten dan adil
dalam setiap kasus perceraian.

Irmayanti sindang, Nurfaidah dan Ratna Wati telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam
Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami alasan di balik keputusan hakim yang
tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak serta untuk mengeksplorasi
upaya perlindungan terhadap istri dalam memastikan pemenuhan nafkah pasca
perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan
Pengadilan Agama Sengkang tidak menetapkan natkah dalam putusan verstek atau

4 Ahmad Yani, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca
Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” Jurnal Pemandhu, Vol. 2 No. 3
(Januari 2021), hlm. 299 - 313.
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putusan kontradiktoir karena ketidakhadiran pihak istri setelah dipanggil secara resmi,
yang dianggap hakim sebagai tindakan yang patut tanpa alasan yang sah. Oleh karena
itu, hakim menganggap tidak perlu menetapkan hak-hak istri dalam putusan tersebut.
Selain itu, hakim memandang bahwa pengabulan klaim tidak boleh melebihi dari apa
yang diajukan dalam gugatan. Untuk memastikan perlindungan hukum terhadap istri
dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian, jika putusan diberikan secara verstek,
pihak termohon dapat mengajukan upaya verzet dalam waktu 14 hari setelah
pemberitahuan putusan disampaikan. Sedangkan jika putusan diberikan secara
kontradiktoir, upaya perlindungan dapat dilakukan melalui proses banding.**

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim tidak
menetapkan nafkah pasca perceraian jika istri tidak hadir atau tidak mengajukan
permohonan dengan jelas, yang menunjukkan permasalahan dalam implementasi hak-
hak istri pasca perceraian. Hal ini menyoroti pentingnya untuk me formulasi
pendekatan putusan hakim agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip magasid al-
shari ‘ah, yang menekankan perlunya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi
pihak yang terlibat dalam perceraian. Dengan mempertimbangkan hasil studi ini,
disertasi yang ditulis ini dapat mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dan
responsif terhadap hak-hak istri, termasuk nafkah ‘iddah dan mut‘ah, dengan
memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mengikuti formalitas prosedural, tetapi
juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dikehendaki dalam teori magasid al-
shari‘ah.

Nasriah, Dachran S. Bustami dan Hamzah Bahruddin telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Paca
Perceraian.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan yang
diberikan kepada istri melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa serta
untuk mengevaluasi pelaksanaan isi putusan hakim terkait pemberian nafkah kepada
mantan istri setelah perceraian talak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
yuridis-sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya,
perlindungan hukum terhadap istri melalui putusan pengadilan terwujud dalam bentuk
pemberian nafkah lampau, nafkah mut‘ah, dan natkah ‘iddah, yang ditanggung oleh
bekas suami. Pelaksanaan pemberian natkah kepada mantan istri biasanya dilakukan
setelah suami menyatakan ikrar talak atau setelah putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap. Namun, dalam prakteknya, banyak suami yang enggan
membayarkan nafkah mantan istri di persidangan. Sebagai tanggapan, hakim seringkali
memerintahkan suami untuk membayarkan mut‘ah, nafkah ‘iddah, dan nafkah
madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak, atau menunda sidang penyaksian ikrar talak
bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Tindakan ini diambil untuk

# Irmayanti Sidang, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pemenuhan Nafkah Pasca
Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” 4/-Adalah, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2023), him. 142-61,
doi:10.30863/ajmpi.v8i2.4220.
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memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan memastikan keadilan
bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya.*

Penelitian tersebut menyoroti implementasi perlindungan hukum terhadap hak-
hak istri pasca perceraian, khususnya terkait dengan pemberian nafkah seperti nafkah
lampau, nafkah mut‘ah, dan nafkah ‘iddah, yang menjadi fokus utama dalam penelitian
mereka di Pengadilan Agama Belopa. Temuan bahwa banyak suami enggan membayar
nafkah kepada mantan istri di persidangan, serta respons hakim dalam memastikan
pemenuhan hak-hak ini, mempertegas perlunya me formulasi filsafat putusan hakim.
Disertasi ini dapat mengeksplorasi bagaimana teori magqasid al-shari‘ah, yang
menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan, dapat
diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.
Dengan mengintegrasikan temuan ini, disertasi ini dapat memberikan kontribusi dalam
merumuskan pandangan baru terkait bagaimana pengadilan dapat lebih efektif dalam
memastikan pemenuhan hak-hak ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan
dan tujuan-tujuan syariah.

Susilo Wardani dan Indriati Amarini telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul "Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)" Penelitian ini menunjukkan bahwa
perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang berdampak pada konsekuensi
hukum tertentu. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat
terjadi baik melalui talak dari suami maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh
istri, dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama Purwokerto, dalam kasus cerai talak, secara konsisten
mengharuskan mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau menetapkan
kewajiban tertentu kepada mantan istrinya. Kewajiban ini mencakup mut‘ah, nafkah
‘iddah (jika istri tidak patuh), dan nafkah untuk anak-anak, bahkan tanpa adanya
permintaan khusus dari pihak istri, yang juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan
terhadap nafkah anak, ‘iddah, dan mut‘ah. Dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh
istri, selain permohonan perceraian, istri juga dapat meminta nafkah untuk dirinya
sendiri dan anak-anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak diwajibkan untuk
membebankan biaya hidup atau nafkah kepada mantan suami dan anak jika tidak
diminta oleh istri, sesuai dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami mengabaikan
kewajiban yang ditetapkan oleh hakim terhadap mantan istri atau anak-anaknya, maka
mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih
dahulu ke Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.*®

45 Nasriah, et al. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.” Journal of Lex
Philosophy (JLP), Vol. 2 No. 1 (Juni 2021), hlm. 15-31.

46 Susilo Wardani dan Indriati Amarini. “Akibat Perceraian Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto).” Kosmik Hukum, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2011).
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Penelitian tersebut menyoroti bagaimana putusan hakim di Pengadilan Agama
mengatur natkah ‘iddah dan mut‘ah, serta kewajiban lainnya terhadap mantan istri
pasca perceraian, baik melalui talak maupun gugatan cerai. Relevansi utamanya
terletak pada pemahaman tentang implementasi hukum Islam terkait hak-hak mantan
istri dalam konteks praktis pengadilan. Hal ini mendukung upaya untuk merumuskan
ulang filsafat putusan hakim dalam memastikan perlindungan hukum yang adil dan
sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari‘ah Jaseer Auda, terutama dalam
konteks natkah ‘iddah dan mut‘ah. Dengan mempertimbangkan berbagai kasus yang
dihadapi oleh Pengadilan Agama, disertasi ini dapat memperkaya pemahaman tentang
bagaimana teori-teori hukum dapat diterapkan untuk meningkatkan keadilan dalam
putusan hukum terkait perceraian dalam hukum Islam.

Shintya Netria Putri, Darmawan, dan Imam Jauhari telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Perlindungan Harta Bersama Pasca
Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental." Dalam studi ini disebutkan
bahwa, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir
karena perceraian, Janda atau duda cerai berhak atas separuh dari harta bersama.
Namun, dalam Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2020/MS-Lgs, permohonan pembagian
harta bersama oleh penggugat atau pihak istri tidak dapat diterima karena tergugat
masih berada di bawah pengampuan mantan istrinya dan belum dilakukan pencabutan
pengampuan tersebut. Isu hukum yang dibahas adalah bagaimana melindungi hak-hak
istri terhadap harta bersama pasca perceraian. Dari penelitian yuridis empiris yang
mencakup penelitian lapangan dan kepustakaan, disimpulkan bahwa perlindungan
hukum terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian terhadap tergugat yang
masih berada di bawah pengampuan dapat dilakukan dengan mencabut penetapan
pengampuan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan gugatan pembagian harta bersama
agar persidangan dapat dilaksanakan.*’

Relevansi studi ini terletak pada aspek perlindungan hak-hak istri pasca
perceraian, terutama dalam konteks keadilan dan pemenuhan hak-hak finansial.
Meskipun fokus utama studi tersebut adalah pada pembagian harta bersama,
pendekatan yang digunakan dalam memahami dan melindungi hak-hak istri
mencerminkan prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah yang menekankan keadilan,
kemaslahatan, dan kesejahteraan. Implementasi putusan yang adil dan inklusif terhadap
nafkah ‘iddah dan mut‘ah sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang
kondisi spesifik para pihak, termasuk kondisi mental suami, yang juga diulas dalam
studi terdahulu tersebut. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar penting bagi
analisis lebih lanjut tentang bagaimana putusan hakim dapat diformulasi agar lebih

47 Shintya Netria Putri, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian
Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental.” De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum, Vol. 6, No. 2 (Desember
2021), hlm. 486-498.
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sesuai dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam, seperti yang
diusung oleh teori magqasid al-shari‘ah Jaseer Auda.

Nurlaini Milio Siregar, Muhammad Syukri Albani dan Imam Yazid telah
melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "The Rights of an
Apostate Wife Whom Her Husband Divorce Based on The Judgment of Islamic
Religious Judges." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak istri yang
menjadi murtad dan kemudian diceraikan oleh suaminya, dengan fokus pada keputusan
Pengadilan Agama Klaten Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt. Penelitian ini berusaha
untuk mengisi kesenjangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Kompilasi
Hukum Islam, yang belum memberikan regulasi yang cukup rinci mengenai
konsekuensi hukum pasca perceraian akibat apostasi (r’iddah). Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif
untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa keputusan Pengadilan Agama
Klaten, yang terdaftar sebagai 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt, mengakui apostasi sebagai
salah satu alasan pembubaran pernikahan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal
114 huruf (h). Pengadilan memberikan hak ‘iddah dan mut‘ah kepada istri yang
menjadi murtad, dengan alasan bahwa apostasi dapat dianggap sebagai penyebab
pemutusan pernikahan. Sebagai akibatnya, mantan istri memiliki hak untuk
mengajukan hak-haknya. Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Agama Klaten
memberikan solusi terhadap masalah hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh
suaminya. Namun, hal ini menyoroti pentingnya adanya kerangka hukum yang lebih
rinci dan komprehensif untuk membimbing kasus serupa di masa depan dan untuk
melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam situasi semacam itu secara
memadai.*®

Relevansi studi ini terletak pada analisis mendalam tentang hak-hak istri pasca
perceraian, khususnya dalam kasus apostasi, yang memperlihatkan kompleksitas dan
kekosongan regulasi dalam hukum Islam terkait naftkah ‘iddah dan mut‘ah. Studi ini
mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak
yang terlibat, sesuai dengan prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah. Dengan memahami
bagaimana putusan-putusan ini diambil dan bagaimana mereka berusaha memenuhi
kebutuhan hukum yang spesifik dan kontekstual, dapat lebih tepat dalam me formulasi
filosofi putusan hakim terkait natkah ‘iddah dan mut‘ah, menggunakan pendekatan
magqasid al-shari ‘ah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-
hak individu.

Jauhari, Firman Freaddy Busrah, dan Fatria Khairo telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak

8 Nurlaini Milo Siregar, et al. “The Rights of an Apostate Wife Whom Her Husband Divorces
Based on the Judgment of Islamic Religious Judges.” Jurnal llmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi,
dan Keagamaan, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 11-26.
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Istri Pasca Perceraian." Penelitian ini memfokuskan pada kasus perceraian yang
diajukan oleh suami atau permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan
tujuan untuk mendapatkan putusan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri telah
berakhir, karena majelis hakim memutuskan bahwa mereka tidak dapat kembali untuk
membentuk rumah tangga yang harmonis. Namun, masalah baru muncul ketika mantan
suami tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak memberikan hak istri setelah
perceraian, seperti hak ‘‘iddah atau mut‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian
kepustakaan, yang berarti sumber datanya berasal dari studi literatur. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa dalam amar putusan, majelis hakim menambahkan kalimat "...yang dibayar
sebelum tergugat mengambil akta cerai". Dengan penambahan kalimat tersebut,
diharapkan pelaksanaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dijamin
terlaksana dengan baik.*’

Relevansi studi tersebut terletak pada fokus penelitiannya mengenai
implementasi hak-hak istri pasca perceraian, khususnya mengenai natkah ‘iddah dan
mut‘ah, yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suami. Penelitian tersebut
mengungkapkan strategi yuridis normatif yang digunakan majelis hakim untuk
memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menambahkan klausul dalam amar
putusan yang mensyaratkan pembayaran hak-hak istri sebelum akta cerai dapat
diambil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shari‘ah yang menekankan
pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan hak-hak individu. Dengan
memahami metode dan strategi yang digunakan dalam studi ini, disertasi ini dapat
mengeksplorasi bagaimana filosofi putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah
dapat diformulasikan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan keadilan dan
kesejahteraan dalam hukum Islam menurut teori maqashid al-shari‘ah Jasser Auda.

Alfina Sauqi Anwar telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul “Progresifitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi
Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." Dalam studi ini disebutkan bahwa Hakim
memiliki kebebasan dalam menentukan tanggungan yang harus dipikul oleh suami
terhadap istri setelah perceraian, namun belum ada peraturan yang mengatur secara
spesifik mengenai besaran nafkah pasca perceraian. Artikel ini membahas mengenai
bagaimana hakim secara progresif menetapkan tanggungan akibat perceraian yang
harus ditanggung oleh suami terhadap mantan istrinya. Tulisan ini bersifat literer dan
merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung pada berbagai tingkatan yaitu
Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi. Tulisan ini akan menjelaskan
bagaimana badan Peradilan Agama, terutama Mahkamah Agung, berusaha untuk
melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Artikel ini juga akan menganalisis
putusan hakim yang menetapkan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri

4 Jauhari, et al. “Jaminan Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.” Disiplin:
Jurnal llmu Hukum, Vol.28, No.2 (Juni 2022), hlm. 63-68.
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seperti pembayaran nafkah ‘iddah, natkah madliyyah, dan mut‘ah. Lebih lanjut, tulisan
ini akan membahas bagaimana hakim menerapkan hukum progresif melalui putusan-
putusannya dengan menetapkan kewajiban suami dalam memastikan pemenuhan hak-
hak istri pasca perceraian.™

Relevansi studi tersebut terletak pada analisis bagaimana hakim secara progresif
menetapkan tanggungan suami terhadap mantan istri pasca perceraian, khususnya
dalam konteks nafkah ‘iddah, nafkah madliyyah, dan mut‘ah. Penelitian tersebut
menunjukkan kebebasan dan upaya hakim dalam melindungi hak-hak istri setelah
perceraian, meskipun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur besaran
nafkah tersebut. Pendekatan progresif hakim ini sejalan dengan prinsip magasid al-
shari‘ah yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-
hak individu. Dengan memahami bagaimana hakim menerapkan hukum secara
progresif untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri, disertasi ini dapat
mengeksplorasi bagaimana filosofi putusan hakim terkait natkah ‘iddah dan mut‘ah
dapat diformulasikan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan keadilan dan
kemaslahatan dalam hukum Islam menurut teori magashid al-shari‘ah Jasser Auda.

Ah Soni Irawan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Magashid al-Shari‘ah
Jasser Auda." Dalam studi ini disebutkan bahwa, Pada kasus gugatan cerai di
Pengadilan Agama, kewajiban suami untuk memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah
kepada istrinya tidak secara otomatis terhapus, kecuali jika penggugat terbukti
melakukan nusyuz. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam tidak secara tegas menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan hak-hak
tersebut kepada mantan istrinya dalam kasus gugatan cerai, namun aturan tersebut
diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. SEMA tersebut menyatakan bahwa dalam
perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut‘ah dan nafkah ‘iddah asalkan tidak
terbukti melakukan nusyuz terhadap suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan hak-hak yang dapat diperoleh istri jika tidak terbukti melakukan nusyuz
saat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, dengan mempelajari Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan kewajiban
suami pasca perceraian istri, dengan menggunakan pendekatan maqashid al-shariah
Jasser Auda dan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan dengan sumber data primer berupa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan buku
maqashid al-shariah Jasser Auda, serta sumber data sekunder berupa Undang-Undang
Perkawinan, KHI, buku figh munakahat, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki peran penting
dalam mengisi celah hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan
dan KHI, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap aspek-aspek tertentu secara

%0 Alfina Sauqi Anwar, “Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi
Suami Kepada Istri Pasca Perceraian.” Al-Ahkam Jurnal llmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 6 No. 1 (2021),
him. 1-13.
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detail, seperti perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak perempuan pasca
perceraian sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan, demi terwujudnya
keselamatan secara menyeluruh.®!

Studi terdahulu oleh Soni Irawan tersebut sangat relevan dengan disertasi ini.
Relevansi ini terletak pada analisis peran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 3 Tahun 2018 dalam mengisi celah hukum mengenai kewajiban suami
memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah kepada istri pasca perceraian. Studi ini
menunjukkan bagaimana pendekatan maqgasid al-shari‘ah Jasser Auda dapat
digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan
dalam kasus cerai gugat, asalkan istri tidak terbukti melakukan nusyuz. Penelitian
tersebut penting untuk disertasi ini, karena mendukung perlunya formulasi filosofi
putusan hakim dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan menekankan prinsip
keadilan, kepatutan, dan keselamatan yang menyeluruh, sesuai dengan magqasid al-
shari‘ah. Studi tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan
kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif dalam putusan-putusan pengadilan
yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Muhammad Aqwam Tahariq telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim
Terhadap Pembebanan Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek
Perspektif Magashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).”
Dalam studi ini disebutkan bahwa, dalam pengajuan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seringkali suami hanya meminta putusan untuk
mengakhiri perkawinannya tanpa mencantumkan kewajibannya untuk memberikan
nafkah kepada istri dalam petitum permohonannya. Hak ex officio merupakan hak yang
dimiliki oleh hakim berdasarkan jabatannya untuk memutuskan lebih dari yang diminta
oleh pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa
keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian. Jenis penelitian
ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta
diolah menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Pertimbangan
hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan cerai talak verstek meliputi: 1)
menentukan apakah istri tergolong nusyuz atau tidak, 2) menetapkan kewajiban suami
untuk memberikan ‘iddah, 3) mempertimbangkan pemberian mut‘ah untuk
memberikan kebahagiaan, 4) memperhitungkan lamanya masa perkawinan. Dari
perspektif maqasid al-shari‘ah, dapat disimpulkan bahwa penugasan kewajiban bagi
suami untuk membayar nafkah ‘iddah dan mut‘ah sudah sesuai dengan tujuan syariat

I Ah. Soni Irawan. “Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah
Jasser Auda.” Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 178-193.



23

untuk mendatangkan manfaat (jalbu manfa’atin) dan masuk dalam tingkatan al-
Dharuriyat, khususnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs).>?

Relevansi studi tersebut terletak pada analisis penerapan hak ex officio oleh
hakim untuk memastikan pemenuhan natkah ‘iddah dan mut‘ah dalam kasus cerai talak
verstek. Studi tersebut menunjukkan bagaimana hakim menggunakan kewenangannya
untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada istri pasca perceraian, meskipun
hal tersebut tidak diminta secara eksplisit dalam petitum permohonan. Pendekatan ini
sejalan dengan prinsip magqasid al-shari‘ah yang menekankan pentingnya
mendatangkan manfaat dan melindungi jiwa (Hifdz An-Nafs) dalam hukum Islam.
Dengan memahami pertimbangan hukum dan penerapan hak ex officio, disertasi ini
dapat mengeksplorasi bagaimana filosofi putusan hakim terkait nafkah ‘iddah dan
mut‘ah dapat diformulasi untuk lebih sesuai dengan tujuan syariat, yaitu keadilan dan
kesejahteraan, sesuai dengan teori magqasid al-shari ‘ah Jaseer Auda. Studi tersebut juga
memberikan landasan empiris dan konsep yang penting untuk mengembangkan
kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adil dalam putusan-putusan pengadilan.

Nandang Ikhwanudin telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah
laporan berjudul "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama."
Dalam studi ini disebutkan bahwa putusan pengadilan yang mengakibatkan
berakhirnya perkawinan membawa beberapa konsekuensi hukum lainnya, termasuk
kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah ‘‘iddah, mut‘ah, maskan, kiswah,
hadhanah, dan nafkah anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi situasi ketika
putusan pengadilan tidak dipatuhi secara sukarela dan mencari solusi agar putusan
tersebut tidak hanya berupa keadilan semu, tetapi juga mampu menjamin keadilan dan
kemanfaatan secara nyata. Melalui analisis, disimpulkan bahwa jika mantan suami
tidak mematuhi putusan tersebut dengan sukarela, maka langkah yang dapat diambil
adalah mengajukan permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang
memutuskan perkara tersebut. Permohonan tersebut dapat berdasarkan hukum acara
peradilan umum, seperti pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Tindakan tersebut bisa
diambil oleh pihak mantan istri, meskipun hasilnya akan ditentukan oleh penilaian
majelis hakim yang menangani perkara tersebut.>?

Relevansi tersebut terlihat dari eksplorasi yang dilakukan dalam studi tersebut
mengenai konsekuensi hukum setelah perceraian, khususnya kewajiban suami untuk
membayar nafkah ‘iddah, mut‘ah, maskan, kiswah, hadhanah, dan natkah anak. Studi
tersebut juga membahas solusi hukum jika mantan suami tidak mematuhi putusan
pengadilan secara sukarela, yakni melalui permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan

52 Muhammad Aqwam Thariq. “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap
Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqgashid Syariah
(Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 3, No. 2
(2019), hlm. 1-12.
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Agama. Aspek ini penting dalam konteks formulasi filosofi putusan hakim karena
menunjukkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang efektif untuk memastikan
bahwa keputusan pengadilan tidak hanya adil secara teori tetapi juga dapat
dilaksanakan secara nyata. Pendekatan yang diambil dalam penelitian tersebut juga
sejalan dengan prinsip magqasid al-shari‘ah, yang menekankan pentingnya
mewujudkan kemanfaatan dan keadilan secara nyata dalam masyarakat. Dengan
demikian, hasil studi tersebut dapat memberikan dasar yang kuat untuk
mengembangkan pendekatan filosofis baru yang lebih efektif dan adil dalam mengatur
nafkah ‘iddah dan mut‘ah, sesuai dengan tujuan syariat yang diusung oleh Jaseer Auda
dalam magqasid al-shari‘ah.

Fadli telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul
"Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA Nomor 1
Tahun 2017." Dalam studi ini disebutkan bahwa, Setelah diterbitkannya SEMA Nomor
1 Tahun 2017, suami tidak diizinkan untuk menyatakan ikrar talak sebelum memenuhi
kewajiban membayar nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan kiswah. Aturan ini, selain
memberikan dampak positif bagi perlindungan hak perempuan pasca perceraian, juga
bisa merugikan perempuan jika suami menunda pengucapan ikrar. Penelitian ini
bertujuan menganalisis perlindungan hak perempuan pasca perceraian yang diatur
dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
empiris yang berusaha menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum. Bahan
hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Analisis
data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, kemudian dideskripsikan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam
ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun
2017 pada dasarnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Aturan ini secara tidak
langsung memberikan tekanan kepada suami untuk memenuhi kewajibannya
membayar natkah ‘‘iddah, natkah madhiah, dan mut‘ah. Suami tidak diizinkan untuk
menyatakan ikrar talak tanpa memenuhi kewajiban tersebut, kecuali jika istri
memberikan izin untuk membebaskan suami dari kewajiban tersebut. Namun, di sisi
lain, jika suami menunda pengucapan ikrar talak, hal tersebut dapat merugikan istri
karena hubungan perkawinan menjadi tidak jelas secara hukum.>*

Relevansi tersebut terlihat dari fokus penelitiannya terhadap perlindungan hak-
hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam hal nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan
kiswah yang harus dipenuhi oleh suami sebelum menyatakan ikrar talak. Norma yang
diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-
shari‘ah yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan perempuan, serta keadilan
dalam proses hukum. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi potensi kerugian bagi
perempuan jika suami menunda pengucapan ikrar talak, yang menyoroti perlunya

3% Fadli. “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2017.” Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 1 (Juni 2021),
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formulasi filosofi hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Dalam konteks
disertasi ini, hasil penelitian Fadli dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana
teori maqasid al-shari ‘ah Jaseer Auda dapat membantu dalam merumuskan kebijakan
hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak perempuan secara teoretis tetapi juga
memastikan implementasi yang efektif dan adil dalam praktik peradilan, sehingga
memberikan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut.

Risa Widyaningrum telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Diskriminasi Hak Istri dalam Pelaksanaan Masa ‘iddah: Pandangan Imam
Hanafi dan Musdah Mulia." Dalam studi ini disebutkan bahwa pelaksanaan masa
‘iddah memiliki signifikansi penting dalam konteks keislaman, di mana hal ini diatur
secara rinci dalam Al-Qur'an dan hukum positif. Meskipun demikian, terdapat
perdebatan terkait kemungkinan diskriminasi terhadap hak-hak istri, yang tercermin
dalam pandangan Imam Hanafi, seorang ulama klasik, dan Musdah Mulia, seorang
ulama kontemporer. Potensi diskriminasi ini dapat tercermin dalam berbagai aspek,
termasuk pembatasan kebebasan istri selama masa ‘iddah yang dapat berdampak pada
ketidakpenuhan hak-haknya baik secara psikologis maupun biologis. Penelitian ini
bertujuan untuk menyelidiki perspektif masa ‘iddah menurut Imam Hanafi dan Musdah
Mulia, serta mengkaji bagaimana hak-hak istri dapat dipenuhi selama masa ‘iddah.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ‘iddah, serta
sumber hukum sekunder seperti kitab Figh Sunnah, Figh Islam Wa Adillatuhu, dan
Figh Munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam
maupun hukum positif, tidak ada landasan untuk melakukan diskriminasi terhadap istri.
Meskipun ‘iddah merupakan kewajiban bagi istri, selama masa tersebut, hak-hak istri
tetap harus dihormati dan dipenuhi. Pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab
mantan suami, yang mencakup nafkah ‘iddah, mut‘ah, madiyah, dan natkah hadhanah.
Selain itu, peran negara atau pemerintah juga penting dalam memastikan perlindungan
hak-hak yang melekat pada perempuan (istri).”

Studi tersebut membahas perdebatan tentang diskriminasi potensial terhadap
hak-hak istri selama masa ‘iddah, serta perspektif dari ulama klasik dan kontemporer
tentang pemenuhan hak-hak istri. Analisis ini penting bagi disertasi ini karena
mengungkapkan kebutuhan untuk memastikan perlindungan hak-hak istri pasca
perceraian, yang sejalan dengan tujuan magqasid al-shari‘ah untuk mencapai
kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan mengevaluasi dan me formulasi
filosofi putusan hakim menggunakan teori maqgasid al-shari ‘ah, disertasi ini bertujuan
untuk menciptakan putusan hukum yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya

> Risa Widyaningrum, “Kontroversi Diskriminasi Hak Istri dalam Pelaksanaan Masa Iddah:
Pandangan Imam Hanafi dan Musdah Mulia.” Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol. 12, No. 1,
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menghormati kewajiban agama tetapi juga menghindari diskriminasi dan memastikan
pemenuhan hak-hak istri secara holistik dan efektif selama masa ‘iddah dan setelahnya.

Khairuddin, Badri dan Nurul Aulia telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan nafkah Pasca
Perceraian  (Analisis  Putusan =~ Mahkamah  Syar'iyah ~ Acah  Nomor
01/P.dt.G/2019/Ms.Aceh)." Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, Pasal 80 KHI Ayat
(4) huruf (a) menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk menanggung nafkah,
kiswah, dan tempat tinggal bagi istri, sesuai dengan pendapatannya. Sedangkan, Pasal
156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan natkah anak menjadi
tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, minimal hingga anak mencapai usia
dewasa (21 tahun). Namun, di Mahkamah Syar'iyah Aceh, terdapat kecenderungan
hakim untuk memutuskan mengenai natkah ‘iddah, mut‘ah, kiswah, dan biaya
hadhanah anak di luar kemampuan suami. Penelitian ini ingin menyelidiki dasar
pertimbangan hakim terkait nafkah pasca perceraian dan evaluasi hukum Islam
terhadap masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor,
seperti penghasilan bulanan suami, lamanya perkawinan, perilaku istri dan suami, serta
kondisi ekonomi daerah. Dalam perspektif hukum Islam, penentuan jumlah nafkah
pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya dipertimbangkan dengan
memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan anak-anak mereka, yang dikenal
sebagai al-maslahah al-mursalah, untuk melindungi dari bahaya dan memastikan
kemanfaatan.>

Studi tersebut mengulas bagaimana hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh
mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan suami, lama perkawinan, serta
keadaan ekonomi daerah dalam menentukan nafkah ‘iddah, mut‘ah, kiswah, dan biaya
hadhanah anak, meskipun terkadang di luar kemampuan suami. Relevansi studi
tersebut terletak pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teori magasid
al-shari‘ah dapat diterapkan untuk mengoreksi atau me formulasi filosofi putusan
hakim, agar lebih mencerminkan tujuan-tujuan syariat dalam memberikan keadilan dan
kemanfaatan bagi semua pihak terlibat dalam perceraian. Dengan mengintegrasikan
pandangan ini, disertasi ini dapat menawarkan pandangan baru yang lebih holistik dan
adil dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam terkait natkah pasca perceraian,
sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (al-maslahah al-mursalah) yang menjadi
fokus teori maqasid al-shari ‘ah.

Mustating Daeng Marao dan Dri Sucipto telah melakukan studi dan diterbitkan
dalam sebuah laporan berjudul "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya
Cerai Talak dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Disebutkan

%6 Khairuddin, et al. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis
Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh).” El-Usrah: Jurnal Hukum
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dalam studi ini bahwa, Perceraian antara suami dan istri dapat terjadi melalui dua
proses, yakni cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis
normatif, di mana seluruh data yang dianalisis berasal dari sumber hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari
cerai talak adalah suami harus memberikan mut‘ah, nafkah ‘iddah, melunasi mahar,
serta memberikan biaya hadhonah untuk anak-anak yang masih di bawah umur, dan
selama masa ‘iddah, suami memiliki hak untuk rujuk kepada istri. Sementara itu, dalam
cerai gugat, bekas istri tidak berhak atas nafkah ‘iddah dari bekas suami dan tidak
memiliki hak rujuk. Jika keduanya ingin hidup bersama lagi, mereka harus menikah
kembali sesuai dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan.’’

Studi tersebut memberikan landasan yang kuat dalam memahami konsekuensi
hukum dari perceraian dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Studi tersebut
menunjukkan bahwa dalam proses cerai talak, suami memiliki kewajiban untuk
memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah kepada mantan istri, serta memenuhi kewajiban
lainnya seperti mahar dan biaya hadhonah. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip
magqasid al-shari‘ah yang menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan
kemaslahatan sosial. Di sisi lain, dalam cerai gugat, konsekuensinya berbeda di mana
bekas istri tidak memiliki hak atas nafkah ‘iddah dan mut‘ah, yang menimbulkan
pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks ini.
Dengan demikian, studi tersebut memberikan perspektif yang penting untuk
mengeksplorasi bagaimana teori magqasid al-shari‘ah, sebagaimana yang diajukan
dalam disertasi ini, dapat diterapkan untuk merumuskan kembeali filsafat putusan hakim
terkait natkah ‘iddah dan mut‘ah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan
kemanfaatan dalam hukum Islam.

Hanik Harianti, Mansari dan Rizkal telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam
Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." Disebutkan dalam studi ini bahwa, Setelah munculnya
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/K/AG/2007, hak
istri pasca cerai gugat mendapatkan perhatian baru. Menurut yurisprudensi tersebut,
istri berhak atas nafkah ‘iddah dan mut‘ah dari bekas suami. Namun, realitas di
lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Bna. Oleh
karena itu, penting bagi hakim untuk memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap
perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi sensitivitas hakim terhadap hak istri dalam kasus cerai gugat dan
memahami alasan di balik penetapan natkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-empiris dengan data primer dan sekunder. Sumber data mencakup bahan

37 Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto. “Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum
Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Yustisiabel,
Vol 5, No. 1 (April 2021), hlm. 83-97.
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hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif
analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah berusaha
untuk memperhatikan sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.
Sensitivitas ini tercermin dalam dua indikator utama. Yaitu upaya dalam pemenuhan
nafkah mut‘ah dan ‘iddah bagi istri dalam kasus cerai gugat, serta implementasi hak-
hak istri setelah penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah. Faktor-faktor yang
menyebabkan hakim ketidak menetapan nafkah dalam putusan termasuk penggunaan
dasar KHI oleh hakim, kurangnya pemahaman istri akan hak-haknya, dan hanya
permintaan akta cerai dari istri.>®

Studi tersebut menyoroti tantangan praktis dalam implementasi hak-hak istri
pasca perceraian, khususnya terkait dengan nafkah ‘iddah dan mut‘ah, di mana
sensitivitas hakim terhadap aspek-aspek tersebut menjadi krusial. Dalam konteks teori
magqasid al-shari‘ah yang diusulkan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana
hakim dapat memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya memenuhi tuntutan
hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan yang
diamanahkan dalam Islam. Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nafkah oleh hakim, termasuk penggunaan
dasar hukum Islam, pemahaman yang kurang dari pihak istri tentang hak-haknya, serta
kondisi praktis dalam pengadilan syariah. Dengan demikian, relevansi studi ini terletak
pada kontribusinya untuk menginformasikan formulasi filsafat putusan hakim dalam
memastikan perlindungan yang adil bagi istri dalam konteks natkah ‘iddah dan mut‘ah
sesuai dengan teori maqasid al-shari ‘ah.

Badrul Hilmi telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak
(Analisis Putusan Perkara Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA Blitar)." Dalam hal ini, perkara
Nomor 4455/Pdt.Cr/2014/PA.Blitar adalah tentang cerai talak yang diajukan oleh
suami atas dasar nusyuz istri. Dalam balasan, istri mengajukan gugatan rekonvensi
untuk menuntut beberapa haknya yang belum dipenuhi, termasuk nafkah madhiyah
yang belum diberikan selama 18 bulan, mut‘ah, nafkah ‘iddah, dan pembagian 1/3 dari
gaji PNS suami tiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan
hakim dalam memutuskan kasus cerai talak ini serta perspektif hukum Islam
terhadapnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
statute approach dan conceptual approach. Sumber bahan hukum terdiri dari putusan
kasus Nomor 4455/Pdt.G/2014/PA.BI dan beberapa perundang-undangan terkait. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak tuntutan istri karena telah terbukti di
persidangan bahwa istri bersikap nusyuz. Meskipun demikian, hakim memerintahkan

38 Hanik Harianti, et al. “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai
Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna).” Jurnal
Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021), hlm. 47-67.
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suami untuk memberikan mut‘ah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sebesar
Rp. 15 juta.”’

Studi tersebut membahas bagaimana hakim mempertimbangkan tuntutan istri
terkait nafkah madhiyah, mut‘ah, dan nafkah ‘iddah dalam konteks cerai talak.
Meskipun hakim menolak sebagian tuntutan istri berdasarkan alasan nusyuz, penting
untuk dicatat bagaimana pertimbangan ini memengaruhi perlindungan hak-hak istri
pasca perceraian dalam konteks hukum Islam. Relevansi dengan disertasi ini adalah
dalam menggali ulang filsafat putusan hakim terkait dengan pemenuhan hak-hak istri
setelah perceraian, yang menjadi fokus formulasi dengan menggunakan pendekatan
teori magqasid al-shari‘ah Jaseer Auda. Studi tersebut menambah pemahaman tentang
bagaimana pengambilan keputusan hakim dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip
magqasid al-shari ‘ah untuk lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi
istri dalam kasus-kasus perceraian.

Salma dan Nadila Awad telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah
laporan berjudul "Hak Natkah Bagi Istri yang Menggugat Cerai Dengan Alasan
Kekerasan dalam Rumah Tangga." Dalam studi ini disebutkan bahwa Pernikahan,
sebagai institusi sakral yang diperintahkan dalam ajaran Islam, seringkali mengalami
tantangan ketika ego dan sifat alami pasangan menyebabkan gesekan dalam hubungan.
Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan dapat memunculkan kekerasan dan
penganiayaan, dengan wanita sering menjadi korban. Tulisan ini menggunakan metode
penelitian kepustakaan, mengacu pada berbagai penelitian ilmiah, untuk
mengeksplorasi berbagai perspektif terkait masalah ini. Dalam Islam, jika seorang
perempuan tidak mematuhi perintah suaminya, maka perceraian tersebut dapat disebut
sebagai khulu' dan ia diharuskan memberikan iwadl kepada suaminya sebagai
persetujuan untuk bercerai. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, aturan
mengenai seorang istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya karena
kekerasan dalam rumah tangga yang berulang dan sulit disembuhkan, serta menuntut
natkah ‘iddah, mut‘ah, dan madhiyyah, meskipun tidak bersifat nusyuz terhadap
suaminya, memberikan hak bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut
demi mencapai kemaslahatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan.*

Studi tersebut menggambarkan kompleksitas dalam kasus perceraian yang dipicu
oleh kekerasan dalam rumah tangga, di mana hak-hak natkah ‘iddah, mut‘ah, dan
madhiyyah dari perspektif hukum Islam dibahas dalam konteks hukum Indonesia. Studi
tersebut menunjukkan bagaimana hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan
kedua belah pihak dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini sejalan dengan upaya

5% Badrul Hilmi, “Rekonvensi Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Cerai Talak
(Analisis Putusan Perkara No. 4455/Pdt.Cr/2014/PA Blitar).” Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 4,
No. 2 (Juni 2020), hlm. 1-11.

6 Salma, and Nadila Awad. “Hak Nafkah Bagi Isteri yang Menggugat Cerai Dengan Alasan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol 1, No 2 (Desember
2021), hlm. 105-112.
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untuk me formulasi filosofi putusan hakim berdasarkan teori magasid al-shari‘ah.
Dengan menganalisis isu-isu seperti ini, disertasi yang ditulis dapat memperkaya
pemahaman terhadap bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat
diimplementasikan secara efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya
terkait hak-hak istri pasca perceraian.

Dinda Berliana Kusumawardani dan 'Pranoto telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap
Istri dan Anak Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Klaten." Tujuan penulisan
hukum ini adalah untuk mengevaluasi tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan
anak setelah terjadinya perceraian talak. Meskipun terjadi perceraian, hal ini tidak
membebaskan suami dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah ‘iddah, mut‘ah,
dan nafkah kepada anak, dengan catatan harus sesuai dengan kemampuan finansial
suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bersifat
preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan,
dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan tanggung jawab suami dalam kasus perceraian talak dan cerai
gugat, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan penelitian yang relevan.
Teknik pengumpulan data hukum meliputi studi dokumen dan wawancara langsung
dengan Hakim Pengadilan Agama di Klaten. Analisis data hukum menggunakan
pendekatan deduktif dengan metode silogisme.*!

Studi tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam
konteks tanggung jawab finansial suami setelah perceraian, termasuk kewajiban
memberikan natkah ‘iddah, mut‘ah, dan nafkah kepada anak. Dengan menggunakan
pendekatan empiris dan pendekatan perundang-undangan, penelitian tersebut
memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam
pembahasan nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam konteks teori magqasid al-shari‘ah.
Analisis data hukum yang dilakukan juga memberikan landasan yang kuat untuk
mengkaji ulang filosofi di balik putusan hakim terkait dengan hak-hak ini dalam
perspektif teori maqasid al-shari ‘ah, yang menyoroti pentingnya tujuan hukum dalam
menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga setelah perceraian.

Aisyah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul
"Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selaam Dalam ‘iddah Terhadap Bekas Istri yang
Telah Dicerai Talak dalam Kedudukan Qabla Dukhul (Studi Putusan Pengadilan
Agama Rantauprapat No.1173/Pdt.G/2020/PA.Rap)." Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis aspek hukum mengenai Hak Mut‘ah dan Nafkah ‘iddah terhadap istri
yang telah dicerai talaq dalam kedudukannya sebelum pernikahan dikonsumsi (Qobla
Dukhul). Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris, yang melibatkan

8! Dinda Berliana Kusumawardani, dan ‘Pranoto. “Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri
Dan Anak Pascacerai Talak di Pengadilan Agama Klaten.” Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2 (Desember
2020), hlm. 180-186.
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pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan dengan mengacu pada sumber
hukum berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Manfaat dari
penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dasar hukum terkait Hak
Mut‘ah dan Nafkah ‘iddah bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya sebelum
pernikahan dikonsumsi, serta untuk mengevaluasi pertimbangan hukum dalam Putusan
Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP terkait dengan
perceraian talak dalam kedudukan istri Qobla Dukhul. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketika perkawinan berakhir karena talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan
Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami berkewajiban memberikan mut‘ah
yang layak kepada mantan istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali jika
mantan istri tersebut dalam kondisi Qobla al-Dukhul. Selain itu, bekas suami juga
diwajibkan memberikan natkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri
selama masa ‘iddah, kecuali jika mantan istri telah diberi talak bain atau terbukti
bersikap nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Dalam pertimbangan Majelis Hakim
dalam Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP, disebutkan bahwa karena
perkawinan berakhir karena talak dalam kondisi Qobla ad-Dukhul, maka tidak ada
masa ‘iddah bagi mantan istri, dan mantan suami dibebaskan dari segala kewajiban
hukum perceraian seperti memberikan natkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada
mantan istri selama masa ‘iddah.%*

Studi tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam
konteks spesifik ini, termasuk pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan
pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, studi ini memberikan
pemahaman yang mendalam tentang kewajiban suami terhadap mantan istri dalam hal
memberikan mut‘ah dan nafkah ‘iddah, serta bagaimana putusan pengadilan
mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi Qobla Dukhul dalam menetapkan
hak-hak tersebut. Analisis ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam
merumuskan kembali filsafat di balik putusan hakim terkait dengan nafkah ‘iddah dan
mut‘ah, sesuai dengan prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah yang menekankan pada
tujuan-tujuan hukum Islam dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga
pasca perceraian.

Aas Tri Ariska dan Udin Latif telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam
Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara
Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong." Disebutkan dalam penelitian ini bahwa
Permohonan cerai talak yang sering diajukan di Pengadilan Agama Sorong cenderung
hanya menuntut pemutusan perkawinan tanpa memuat kewajiban suami untuk
memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hak ex officio, sebagai hak yang

62 Aisyah., “Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah Selama dalam Iddah Terhadap Bekas Istri yang
Telah Dicerai Talaq dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama
Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP).” Jurnal llmiah Advokasi, Vol 8, No 2 (Oktober 2020),
hlm. 59-71.



32

dimiliki hakim untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak
diungkapkan dalam petitum tuntutan, menjadi instrumen penting untuk menjamin
keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan yang terlibat
dalam proses hukum. Hal ini menarik bagi penulis untuk menyelidiki pandangan dan
penerapan hakim di Pengadilan Agama Sorong terkait hak ex officio dalam melindungi
hak-hak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ex officio dapat
diterapkan dalam suatu perkara meskipun tidak diungkapkan dalam petitum tuntutan,
terutama ketika istri tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak yang dimilikinya.
Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan hak ex officio untuk memastikan bahwa
suami memberikan nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan hadanah kepada istri. Penerapan hak ex
officio oleh hakim Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan prinsip ultra petita,
karena berdasarkan pada petitum subsidiar yang berlandaskan pada asas ex aequo et
bono, yaitu mencari putusan berdasarkan keadilan dan kewajaran. Oleh karena itu,
dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim memiliki kewajiban untuk
mempertimbangkan semua aspek tuntutan yang diajukan.®

Studi tersebut mengilustrasikan bagaimana hakim menggunakan wewenangnya
untuk bertindak secara inisiatif dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan,
termasuk hak atas nafkah ‘iddah dan mut‘ah, terlindungi meskipun tidak secara
eksplisit diminta dalam petitum tuntutan. Ini mencerminkan pentingnya perlindungan
hukum terhadap perempuan dalam konteks perceraian, yang menjadi fokus dari
disertasi ini. Dengan mempertimbangkan studi ini, dapat mengembangkan argumen
tentang bagaimana filosofi hukum dan teori maqasid al-shari‘ah dapat memandu
hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan nafkah ‘iddah dan mut‘ah,
dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga dalam
hukum Islam. Analisis terhadap penerapan hak ex officio juga dapat memberikan
wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan (ex aequo et
bono) dapat diintegrasikan dalam filosofi putusan hakim yang Anda telaah dalam
disertasi ini.

Zaini Bidaya dan Wawan Indrawan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul "Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri Sipil
yang Diceraikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983." Dalam studi
ini disebutkan bahwa banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di Kota Bima mendorong perlunya peninjauan terhadap kedudukan dan
hak istri setelah bercerai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun
1983 yang disempurnakan oleh PP Nomor 45 Tahun 1990. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi kedudukan hukum istri setelah perceraian dan hak-hak
yang seharusnya diperoleh oleh istri setelah bercerai dengan suami PNS. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek

8 Aas Tri Ariska and Udin Latif. “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam
Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di
Pengadilan Agama Sorong.” Muadalah: Jurnal Hukum, Vol 2 No 1 (2022), hlm. 55-69.
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penelitian ini adalah masyarakat yang mengalami perceraian di kalangan PNS di Kota
Bima, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan kemudian
dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perceraian di kalangan PNS disebabkan oleh berbagai
faktor seperti perselingkuhan, ketidakcocokan antara suami dan istri, dan kekerasan
dalam rumah tangga. Kedudukan suami dan istri setelah perceraian telah diatur secara
jelas oleh Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh
suami setelah perceraian meliputi hak mut‘ah, nafkah selama masa ‘iddah, harta
bersama, serta perawatan dan pendidikan anak. Untuk melakukan perceraian, seorang
PNS harus memenuhi syarat formal dan substansial yang ditetapkan.®*

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum
mengatur hak-hak istri setelah perceraian, termasuk hak-hak seperti mut‘ah dan nafkah
‘iddah yang merupakan fokus dari disertasi ini. Dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif, studi ini tidak hanya mengidentifikasi kedudukan
hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial dan praktis yang
memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut dalam konteks perkawinan PNS.
Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut dapat memberikan panduan yang
berharga dalam merumuskan kembali filosofi di balik putusan hakim terkait natkah
‘iddah dan mut‘ah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah,
yang menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan keseimbangan sosial dalam
hukum Islam. Dengan demikian, studi tersebut mendukung upaya untuk me formulasi
pemikiran hukum dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam
perceraian, sesuai dengan konteks hukum Indonesia dan prinsip-prinsip universal
dalam teori maqasid al-shari ‘ah.

Supadi, Thohir Luth, Iwan Permadi dan Imam Kuswahyono telah melakukan
studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Arrangement of Obligation to
Distribute Salary from Ex-Husband Who Works as Civil Servant to Ex-Wife After
Divorce." Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia, dua negara
mayoritas Muslim yang mengikuti mazhab Syafii, memiliki kesamaan dalam hal hak-
hak istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak-hak
perempuan setelah perceraian dipenuhi melalui putusan Pengadilan Agama di
Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia, dengan rentang waktu antara tahun
2014 hingga 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan perbandingan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara hukum, istri memiliki hak-hak pasca perceraian, termasuk hak '‘iddah, mut‘ah,
dan hadanah. Namun, keputusan pengadilan di kedua negara tersebut berbeda

64 Zaini Bidaya and Wawan Indrawan. “Kedudukan Hukum Tentang Hak Istri Pegawai Negeri
Sipil Yang Diceraikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.” Civicus: Pendidikan-
Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.l (Maret 2019), hlm,
96-108.



34

tergantung pada apakah istri tersebut mengajukan tuntutan hak-hak mereka dalam
permohonan perceraian. Di Indonesia, hakim memiliki kewenangan ex-officio untuk
memberikan hak-hak kepada perempuan meskipun tanpa permintaan dari mereka. Di
Malaysia, sebaliknya, istri harus secara eksplisit menyatakan tuntutan mereka dalam
permohonan perceraian mereka.%

Studi tersebut memberikan perspektif tentang bagaimana hak-hak pasca
perceraian, termasuk hak '‘iddah, mut‘ah, dan hadanah, diatur dalam konteks hukum
Islam dan bagaimana pengadilan di kedua negara menangani hak-hak ini berdasarkan
permohonan perceraian. Studi tersebut juga mencerminkan perbandingan dalam
pendekatan hukum antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait dengan
kewenangan hakim dalam memberikan hak-hak secara ex-officio di Indonesia, yang
relevan dengan pemahaman tentang formulasi filosofi putusan hakim berdasarkan teori
magqasid al-shari‘ah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung
argumentasi dalam mengembangkan pandangan baru terhadap pemenuhan natkah
‘iddah dan mut‘ah dalam konteks keadilan sosial dan filosofi hukum Islam.

Dahliana telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul
"Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus
Putusan No0.341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan Putusan No.44/Pdt.G/2017/MS.Aceh)."
Dalam putusan No 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan putusan No. 44/pdt.G/2017/MS-Aceh,
Hakim telah mengabulkan permohonan talak satu raj’i yang diajukan oleh pemohon.
Namun, terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam kedua putusan tersebut
terkait pertimbangan mengenai natkah dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh
termohon/pembanding. Dalam putusan No 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi, Majelis Hakim
hanya mengabulkan gugatan rekonvensi terkait natkah ‘iddah, tanpa mengabulkan
natkah  gugatan rekonvensi madhiyah. Sedangkan dalam putusan No
44/Pdt.G/2017/MS-Aceh, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi terkait
nafkah ‘iddah, maskan, kiswah, dan mut‘ah, serta juga mengabulkan gugatan
rekonvensi terkait natkah madhiyah.

Studi tersebut menunjukkan kompleksitas dalam pertimbangan hakim terhadap
pemberian hak-hak pasca perceraian, yang dapat dipengaruhi oleh konteks geografis
dan interpretasi hukum lokal. Menyoroti perbedaan pendapat hakim dalam
memutuskan tentang pemenuhan nafkah ‘iddah, madhiyah, maskan, kiswah, dan
mut‘ah dalam kasus perceraian, yang mencerminkan variasi dalam penerapan hukum
Islam di Indonesia. Diskusi tentang bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek
ini dalam putusan mereka dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman
tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan bagaimana teori

65 Supadi, et al. “Arrangement of Obligation to Distribute Salary from Ex-Husband Who Works
as Civil Servant to Ex-Wife after Divorce.” Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 85 (Juni
2019), hlm. 62-70.

% Dahliana. “Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” A4l-Qadha:
Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), hlm. 29-37.
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magqasid al-shari ‘ah Jaseer Auda dapat diterapkan untuk memperbarui filosofi di balik
putusan hakim. Dengan demikian, studi ini akan mendukung argumentasi dalam
mengusulkan formulasi filosofi putusan hakim untuk lebih mengutamakan aspek
keadilan dan kemaslahatan sosial dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah.

Eka Ariyani dan Patiman telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah
laporan berjudul "Pemberian Nafkah Mut‘ah dan Nafkah ‘iddah Pasca Perceraian
(Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)." Dalam studi ini
disebutkan bahwa, Meskipun nafkah mut‘ah dan ‘iddah diatur dengan jelas dalam
Islam dan hukum nasional, belum ada regulasi yang spesifik mengenai besaran atau
takaran pemberiannya. Meski begitu, pengadilan memiliki kewenangan untuk
menetapkan besaran nafkah mut‘ah dan ‘iddah bagi mantan istri. Bahkan jika mantan
istri tidak mengajukan tuntutan terhadap hak-haknya selama proses perceraian, hakim
masih dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode Field Research Kualitatif dan dilakukan di
Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam putusan pengadilan
mengacu pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan
tersebut tidak menetapkan besaran yang harus diberikan kepada istri, sehingga
besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim, termasuk kemampuan suami,
perilaku istri, dan penilaian hakim selama persidangan. Dalam praktiknya, setelah
pembacaan putusan, hakim mengarahkan suami untuk membayar nafkah ‘iddah dan
mut‘ah pada saat pembacaan ikrar talak di sidang berikutnya.®’

Studi tersebut menyoroti bahwa meskipun hukum Islam dan nasional mengatur
nafkah tersebut, belum ada regulasi yang spesifik mengenai besaran atau takaran
pemberiannya, yang menunjukkan adanya ruang untuk peninjauan kembali dalam
formulasi putusan hakim. Hal ini relevan dengan upaya dalam mengembangkan filsafat
putusan hakim berdasarkan teori maqasid al-shari ‘ah Jaseer Auda. Dalam konteks teori
magqasid, penting untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mematuhi
aturan hukum, tetapi juga mengoptimalkan kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-
pihak yang terlibat, termasuk mantan istri dalam kasus perceraian. Studi tersebut juga
menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menetapkan keadilan
substansial melalui penilaian kasus secara individual, yang sejalan dengan pendekatan
magqasid al-shari‘ah yang menekankan pada kemaslahatan sosial dan individu.

Ika Maula Fauziah dan Isa Anshori telah melakukan studi dan diterbitkan dalam
sebuah laporan berjudul “Analisa Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor
2586/Pdt.G/2013/PA. Kab.Kdr  dan  2335/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr. = Tentang
Penyelesaian Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai

7 Eka Ariyani and Patimah Patimah. “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca
Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019).” Qadauna: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 3, (September 2021), hlm. 479-488.
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Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus)." Dalam studi ini
disebutkan bahwa Nafkah ‘iddah dan nafkah mut‘ah merupakan tanggung jawab suami
terhadap istri dalam hukum Islam. Dalam kasus perceraian talak, suami diwajibkan
membayar nafkah ‘iddah dan nafkah mut‘ah kepada istri. Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri mengeluarkan dua putusan terkait hal ini, yaitu putusan Ex-officio
(atas inisiatif hakim) dan putusan Rekonvensi (atas permintaan istri atau gugatan balik).
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kewajiban membayar nafkah ‘iddah dan
natkah mut‘ah yang diatur dalam putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan No
2335/Pdt.G/2014/PA Kab.kdr, serta mengetahui dasar pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Metode penelitian
dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan pendekatan penelitian
lapangan (grounded research) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk
analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Majelis
Hakim serta pengumpulan data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menetapkan kewajiban membayar nafkah ‘iddah
dan natkah mut‘ah oleh suami kepada istri baik melalui putusan Rekonvensi ataupun
Ex-officio. Pertimbangan hukum dalam putusan didasarkan pada hukum positif, Al-
Qur'an, dan KHI.%®

Studi tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan mengatur kewajiban
suami untuk membayar natkah ‘iddah dan mut‘ah kepada mantan istri, baik melalui
putusan Ex-officio maupun Rekonvensi. Hal ini menggambarkan praktik hukum Islam
dalam konteks pengadilan di Indonesia, di mana hakim mempertimbangkan baik aspek
hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam dalam memutuskan perkara
perceraian talak. Relevansi studi ini terletak pada pemahaman yang lebih dalam tentang
bagaimana hakim memandang dan menerapkan prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah
dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah, sesuai dengan teori yang digunakan dalam
disertasi ini. Ini mendukung argumentasi formulasi filosofi putusan hakim untuk
memastikan keadilan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai
dengan prinsip-prinsip universal hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Ahmad Syahid Syah telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah Sebelum Ikrar Talak
Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana
pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut‘ah sebelum ikrar talak di Pengadilan
Agama Samarinda serta menganalisisnya menggunakan teori Sadd Al-Dzari’ah.
Artikel ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan
kualitatif untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. Data utama yang
digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku dan

68 Tka Muala Fauziah and Isa Anshori. “Analisa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor
2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. Tentang Penyelesaian Nafkah Iddah
dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
(Studi Kasus).” Magqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (Februari 2012), hlm. 1-21.
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putusan pengadilan. Hasil pembahasan artikel menunjukkan bahwa: 1) Sebagian besar
kasus menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut‘ah
sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda hampir selalu terlaksana,
meskipun ada beberapa kasus yang tidak memenuhi hal tersebut. 2) Berdasarkan
konsep Sadd Al-Dzar1’ah, pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut‘ah sebelum
ikrar talak dianggap sebagai upaya pencegahan untuk menghindari kemungkinan
kerusakan, yang mana sebelumnya pembayaran nafkah ‘iddah dan mut‘ah dilakukan
setelah ikrar talak. Dengan adanya perubahan ini, hak-hak istri setelah talak akan lebih
terjamin daripada sebelumnya.®

Studi tersebut tidak hanya menyoroti praktik hukum di Pengadilan Agama
Samarinda terkait dengan nafkah ‘iddah dan mut‘ah, tetapi juga membahas konsep
Sadd Al-Dzari'ah yang berfokus pada pencegahan kerusakan. Konsep ini dapat
memperkaya pemahaman tentang filosofi hukum Islam, terutama dalam konteks
bagaimana putusan hakim dapat diarahkan untuk mencapai tujuan magqasid al-shari ‘ah,
seperti keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.
Dengan mempertimbangkan implementasi praktik ini dalam konteks teori magasid al-
shari‘ah Jaseer Auda, dapat menunjukkan bagaimana formulasi filosofi putusan hakim
dapat menguatkan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial dalam hukum
keluarga Islam.

Muhammad Yusuf Siregar telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah
laporan berjudul "Nafkah Mut‘ah dan Nafkah ‘iddah dalam Perkara Cerai Gugat."
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum mengenai hak mut‘ah dan
nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat, khususnya melalui studi putusan Pengadilan
Agama Rantauprapat. Pendekatan penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, yang
mencakup analisis hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia
serta observasi terhadap kondisi lapangan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk
memahami dan menganalisis regulasi hukum mengenai pemberian hak mut‘ah dan
naftkah ‘iddah dalam perceraian cerai gugat, serta praktik hukum terkait hak-hak
tersebut di Pengadilan Agama Rantauprapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur hak mut‘ah,
pemberian nafkah ‘iddah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa ‘iddah
dalam perkara cerai gugat. Kedua, dalam praktik hukum di Pengadilan Agama
Rantauprapat, terdapat putusan seperti Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP yang
mewajibkan suami memberikan hak mut‘ah, natkah ‘iddah, maskan, dan kiswah
kepada mantan istri selama masa ‘iddah.”

% Ahmad Syahid Syah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak
Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda).” Sakina: Journal of Family
Studies, Vol. 3, No. 1 (Desember 2019), him. 1-10.
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Penelitian tersebut penting untuk memahami penerapan prinsip hukum Islam
terkait hak-hak ini dalam praktik hukum Indonesia saat ini. Penelitian tersebut
menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam interpretasi judicial terkait mut‘ah,
‘iddah, maskan, dan kiswah setelah perceraian, seperti yang diamati dalam proses
pengadilan praktis. Analisis ini secara langsung mendukung eksplorasi disertasi
tentang filsafat putusan hakim dan penerapan teori magasid al-shari‘ah dalam
memperbarui keputusan hakim mengenai hak-hak ‘iddah dan mut‘ah ini, sehingga
memperkaya diskusi tentang keadilan dan kesetaraan dalam hukum keluarga Islam.

Mutmainna, Kajim Salenda dan Hamzah Hasan telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Penentuan Kadar Nafkah ‘iddah dan
Nafkah Mut‘ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama
Sidrap." Permasalahan inti dari penelitian ini adalah bagaimana penentuan besaran
nafkah ‘iddah dan mut‘ah setelah perceraian selama pandemi Covid-19 di Pengadilan
Agama  Sidrap, yang diteliti melalui studi  kasus  putusan  No.
251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan
pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum
Islam mengenai nafkah ‘iddah dan mut‘ah, didasarkan pada landasan pasal 149 huruf
a dan b, serta pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim dalam menetapkan
besaran nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan anak, telah mempertimbangkan aspek keadilan dan
kepatutan dengan meneliti kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar istri dan
anak-anaknya.”!

Studi tersebut menggambarkan bagaimana pengadilan menangani penentuan
besaran natkah ‘iddah dan mut‘ah, yang merupakan aspek penting dalam hukum
keluarga Islam, terutama di tengah kondisi pandemi seperti Covid-19 yang
mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial. Analisis terhadap putusan No.
251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya
mengacu pada hukum positif, seperti pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam,
tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam menetapkan
besaran nafkah tersebut. Hal ini sangat relevan dengan disertasi ini yang bertujuan
untuk merumuskan kembali filosofi di balik putusan hakim mengenai nafkah ‘iddah
dan mut‘ah dengan menggunakan teori magqasid al-shari‘ah Jaseer Auda. Dengan
memperdalam pemahaman terhadap praktek pengadilan, studi ini memberikan
landasan empiris yang kuat untuk mendukung argumentasi ini dalam mengusulkan
reformasi filosofis dalam putusan hakim yang lebih sesuai dengan nilai-nilai magasid
al-shari‘ah.

Suaib Lubis, Azhar dan Irdhina Arbain telah melakukan studi dan diterbitkan
dalam sebuah laporan berjudul "Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah ‘Iddah

"I Mutmainna, et al. “Penentuan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian Pada
Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 433-444.
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dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt." Disebutkan bahwa
Mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut‘ah, natkah, maskan, dan
kiswah kepada mantan istri selama masa ‘iddah setelah perceraian talak, sebagaimana
diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), kecuali jika istri
bersikap nusyuz. Namun, dalam perkara Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt, pembayaran
nafkah ‘iddah oleh suami tidak dilaksanakan. Permasalahan muncul mengenai upaya
yang dapat dilakukan termohon jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam
pembayaran nafkah ‘iddah, serta prosedur pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah
‘iddah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya
yang dapat diambil oleh termohon dalam kasus di mana suami tidak memenuhi
kewajibannya dalam pembayaran natkah ‘iddah, serta untuk memahami prosedur
pelaksanaan putusan hakim terkait nafkah ‘iddah di Pengadilan Agama. Data dan
informasi yang digunakan berasal dari Pengadilan Agama. Dari hasil penelitian,
disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan termohon jika suami tidak memenuhi
kewajibannya dalam pembayaran nafkah ‘iddah adalah dengan mengajukan
permohonan eksekusi. Proses pelaksanaan putusan hakim terkait natkah ‘iddah di
Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan, seperti permohonan eksekusi,
pembayaran biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah
eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang,
penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran,
pembeli lelang, dan penentuan pemenang, serta pembayaran harga lelang barang hasil
sita eksekusi nafkah ‘iddah.”

Studi tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana Pasal 149 huruf a dan b
Kompilasi Hukum Islam (KHI) diaplikasikan dalam praktik, tetapi juga
mengidentifikasi masalah yang timbul ketika suami tidak memenuhi kewajibannya.
Temuan bahwa upaya seperti permohonan eksekusi digunakan untuk menegakkan
putusan hakim menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak perempuan setelah
perceraian, sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari‘ah yang mengadvokasi
keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat. Dalam
konteks disertasi ini, penelitian tersebut relevan karena mendukung formulasi filosofi
putusan hakim tentang nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan mengintegrasikan prinsip-
prinsip magqasid al-shari‘ah Jaseer Auda. Studi tersebut memberikan kontribusi
penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan
implementasinya di pengadilan dapat direformasi untuk memastikan keadilan yang
lebih baik dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, sesuai dengan tujuan
maqasid al-shari ‘ah yang mencakup kesejahteraan dan keadilan sosial.

Muhammad Ridwan telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Eksekusi Putusan Pengadilan Terkait Nafkah ‘iddah Mut‘ah." Penelitian ini

2 Suaib Lubis, et al. “Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai
Talak Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.” Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2 (Agustus
2020), him. 82-92.
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bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama terkait
nafkah ‘iddah dan Mut‘ah. Perceraian merupakan tindakan hukum yang menghasilkan
konsekuensi hukum tertentu, baik dari talak suami maupun gugatan perceraian istri.
Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial
atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri, seperti Mut‘ah, nafkah ‘iddah
(jika istri tidak bersikap nusyuz), dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi
terkait kewajiban memberikan nafkah bagi mantan suami sebelum ikrar talak tidak
diatur secara spesifik dalam undang-undang, tetapi secara umum hakim cenderung
meminta mantan suami untuk memberikan nafkah bagi mantan istri sebelum ikrar talak
dibacakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu
mengantisipasi pelaksanaan eksekusi putusan terkait nafkah dengan mewajibkan
mantan suami untuk memberikan natkah ‘iddah dan Mut‘ah kepada mantan istri
sebelum pengucapan ikrar talak. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi nafkah
tersebut seringkali tidak dapat dilakukan karena kurangnya regulasi hukum yang
mengatur eksekusi sebelum ikrar talak. Upaya yang dapat dilakukan oleh mantan istri
jika mantan suami menolak memberikan nafkah ‘iddah dan Mut‘ah adalah dengan
mengajukan permohonan eksekusi terkait hak-hak nafkah yang seharusnya diterimanya
melalui ketua Pengadilan Agama.”

Studi tersebut mengungkapkan tantangan praktis dalam pelaksanaan putusan
hukum terkait hak-hak finansial istri setelah perceraian, seperti nafkah ‘iddah dan
mut‘ah, terutama dalam konteks eksekusi sebelum ikrar talak. Dengan menyoroti
kelemahan regulasi yang mempengaruhi efektivitas eksekusi, studi tersebut
menggambarkan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik dan sesuai dengan
prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah untuk memastikan keadilan sosial dan
perlindungan hak-hak perempuan. Implementasi teori magasid al-shari‘ah dalam
formulasi filsafat putusan hakim dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap
putusan hukum yang memastikan keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat,
khususnya dalam konteks hak-hak istri pasca perceraian seperti yang diteliti dalam
disertasi ini.

Dwi Nissa Kamalia dan Ahmad Izzudin telah melakukan studi dan diterbitkan
dalam sebuah laporan berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja
dalam Penetapan Nafkah ‘iddah, Nafkah Mut‘ah dan Eksekusinya pada Putusan
Verstek Cerai Gugat." Disebutkan dalam studi ini bahwa salah satu alasan di balik
perceraian gugat adalah kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya, yang
menyebabkan istri menuntut haknya atas naftkah. Namun, dalam banyak kasus, istri
mengalami kesulitan mendapatkan haknya karena banyak suami yang sengaja tidak
hadir dalam persidangan, mengakibatkan tuntutan nafkah "“iddah dan nafkah mut‘ah

’* Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah.”
Jurnal Usm Law Review, Vol. 1, No. 2 (November 2018), him. 224-247.



41

menjadi batal dan dijatuhkan dalam putusan verstek. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Pengadilan Agama Singaraja selama kurun waktu sekitar lima tahun mulai tahun
2018 hingga Juli 2022, perkara cerai gugat diperkirakan sekitar 25%, sedangkan cerai
gugat dengan putusan verstek diperkirakan mencapai sekitar 75%. Penelitian ini
mengulas dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam menetapkan
nafkah '“iddah, natkah mut‘ah, dan pandangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda
pada putusan verstek cerai gugat. Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan
kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dapat
menetapkan nafkah melalui permintaan penggugat dan dengan hak ex-officio hakim,
dengan mempertimbangkan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun
2018. Dalam kasus perceraian gugat verstek, hakim Pengadilan Agama Singaraja
mempertimbangkan nafkah dengan melihat beberapa faktor, seperti kemampuan
ekonomi suami, durasi perkawinan, perilaku istri, kebutuhan istri dan anak-anak, serta
tindakan kezaliman suami. Mengenai pandangan hakim terhadap proses eksekusi
natkah '“iddah dan nafkah mut‘ah yang tertunda dalam putusan verstek, mereka
berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa permintaan eksekusi,
sementara belum ada regulasi yang mengatur secara rinci tentang eksekusi untuk cerai
gugat putusan verstek.”

Studi tersebut memberikan wawasan penting tentang tantangan praktis dalam
pelaksanaan putusan hukum terkait hak-hak finansial istri setelah perceraian, terutama
dalam konteks putusan verstek di mana suami tidak hadir dalam persidangan. Hal ini
menyoroti perlunya formulasi filsafat putusan hakim dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah untuk memastikan keadilan sosial dan
perlindungan hak-hak perempuan secara lebih efektif. Dengan memahami dinamika
eksekusi putusan hukum dalam konteks cerai gugat verstek, disertasi ini dapat
menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum Islam
dapat diperbarui untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam perlindungan hak-hak istri
pasca perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari ‘ah yang menekankan
pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Syaiful Annas telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Masa Pembayaran Beban Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah dalam Perkara Cerai
Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)" Penelitian ini
bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan pembayaran nafkah ‘iddah dan
mut‘ah dalam kasus perceraian talak (raj'1). Hakim seringkali dihadapkan pada dilema
antara teks hukum dan situasi yang nyata. Terdapat kasus di mana hakim menetapkan
kewajiban bagi laki-laki untuk membayar nafkah ‘iddah dan mut‘ah kepada mantan
istri, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya

™ Dwi Nissa Kamalia Putri and Ahmad Izzuddin. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Singaraja dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ Ah dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai
Gugat.” Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6, No. 4 (Desember 2022), hlm. 1-16.
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merugikan pihak perempuan. Meskipun secara formal yuridis, fiat eksekusi dapat
diajukan, namun bagi perempuan hal tersebut seringkali tidak praktis karena biaya
eksekusi mungkin melebihi manfaat yang diperoleh, terlebih lagi jika mantan suami
telah pergi tanpa meninggalkan jejak setelah perceraian. Oleh karena itu, diperlukan
inovasi hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan melalui putusan
hakim yang didasarkan pada pertimbangan argumentatif, terutama dalam menentukan
jangka waktu pembayaran nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Tulisan ini akan menguraikan
dasar-dasar hukum dalam putusan pengadilan sebagai dasar pertimbangan hukum yang
mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penetapan tersebut.”

Studi tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan
hukum secara adil dan efektif dalam konteks nafkah ‘iddah dan mut‘ah, terutama ketika
mantan suami gagal memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Ini menunjukkan
bahwa dalam praktiknya, perlindungan hak-hak perempuan seringkali terkendala oleh
pelaksanaan yang tidak optimal dari putusan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan
berbasis magqasid al-shari ‘ah dalam formulasi filsafat putusan hakim, disertasi ini dapat
menawarkan perspektif baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diperbarui untuk
lebih efektif melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, mengintegrasikan nilai-
nilai keadilan sosial dan perlindungan dalam keputusan hukum yang lebih kontekstual
dan berbasis argumentatif.

Heniyatun, Puji Sulistyoningsih dan Siti Anisah telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul “Pemberian Mut‘ah dan Natkah ‘iddah
dalam Perkara Cerai Gugat.” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan pemberian
mut‘ah dan nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat, serta bagaimana pelaksanaan isi
putusan terkait pemberian mut‘ah dan nafkah ‘iddah dalam perkara tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan
yuridis normatif, yang melibatkan analisis data deskriptif normatif dan penarikan
kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, hakim
mempertimbangkan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a)
dan (b) KHI, serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6
Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Meskipun putusan
tersebut melanggar ketentuan Pasal 149 KHI, namun pertimbangan hakim
mencerminkan sebuah terobosan hukum dengan metode penemuan hukum, dengan
mengacu pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman terkait nusyuz. Putusan ini juga mengakomodasi pendapat
madzhab Hanafi, meskipun menyimpang dari ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal
189 ayat (3) RBG yang melarang hakim memberikan keputusan yang tidak diminta

75 Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak
(Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama).” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,
Vol. 10, No. 1, (Desember 2017), hlm. 1-12.



43

atau lebih dari yang diminta, tanpa melanggar asas ultra petita. Kedua, pelaksanaan isi
putusan dalam perkara tersebut dilakukan secara sukarela di luar persidangan. Namun,
jika tergugat tidak mematuhi putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan
eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah
uang. Namun, kelemahan dari putusan ini adalah tidak adanya instrumen yang dapat
memaksa tergugat untuk mematuhi putusan, seperti dalam perkara cerai talak yang
dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.”®

Studi tersebut menggambarkan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam
terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah, di mana hakim dihadapkan pada dilema antara
ketentuan hukum yang ada dan situasi konkret dalam persidangan. Relevansi studi ini
terletak pada pengidentifikasian pertimbangan hukum yang mempengaruhi putusan
hakim, termasuk aspek-aspek seperti interpretasi terhadap nusyuz, pengakomodasian
madzhab Hanafi, dan aplikasi prinsip-prinsip magqasid al-shari‘ah dalam penemuan
hukum. Dalam konteks disertasi ini, studi tersebut dapat membantu dalam merumuskan
rekomendasi formulasi terhadap filsafat putusan hakim yang lebih sensitif terhadap
keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan, sekaligus mengatasi tantangan
eksekusi putusan yang tidak memadai. Dengan mengintegrasikan perspektif magasid
al-shari‘ah, disertasi ini dapat menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk
mengembangkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas
sosial serta kebutuhan keadilan dalam kasus-kasus nafkah ‘iddah dan mut‘ah di
pengadilan agama.

Dedes Rahadian, Risdianto dan Laila Yumna telah melakukan studi dan
diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Implementasi Putusan Pengadilan Agama
Cibinong Terhadap Pemberian Nafkah Pasca Perceraian." Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menginvestigasi pelaksanaan kewajiban memberikan natkah pasca
perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, terutama di masyarakat Kecamatan
Tamansari Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan
wawancara dengan beberapa informan yang telah mengalami perceraian, khususnya
melalui proses cerai talak. Data yang dikumpulkan diperkuat dengan fakta penyelesaian
kasus perceraian, seperti dokumen putusan pengadilan, serta wawancara khusus dengan
Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah pasca perceraian, seperti
nafkah ‘iddah dan mut‘ah, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amar putusan
pengadilan agama, yang dibuktikan dengan tidak adanya tuntutan kembali dari pihak
istri atau keluarga terhadap putusan pengadilan. Namun, banyaknya kasus perceraian
yang tidak melibatkan Pengadilan Agama menyebabkan beberapa mantan suami tidak
memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini membuat

76 Heniyatun, et al. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat.” Profetika:
Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 1 (Juli 2020), hlm. 39-59.
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penegakan hukum menjadi sulit karena kurangnya laporan perkara terkait kasus
tersebut. Pemberian nafkah ‘iddah, mut‘ah, dan hadhanah telah diberlakukan sesuai
dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Nafkah ‘iddah dan
mut‘ah diberikan sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama, sedangkan nafkah anak
atau biaya hadhanah disepakati melalui mediasi sebelumnya.’’

Studi tersebut memperlihatkan bagaimana praktik pengadilan dalam menerapkan
kewajiban memberikan nafkah ‘iddah dan mut‘ah sesuai dengan amar putusan, serta
tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus di luar
pengadilan. Relevansi studi ini terletak pada pemahaman mendalam tentang
mekanisme praktis dalam pemberian nafkah pasca perceraian yang dapat dijadikan
landasan bagi reformasi filsafat putusan hakim. Dengan mengintegrasikan perspektif
magqasid al-shari‘ah, disertasi ini dapat mengusulkan pendekatan hukum yang lebih
holistik dan efektif dalam menangani permasalahan seperti penegakan eksekusi nafkah
serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Studi tersebut juga
memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangan baru terhadap bagaimana
hukum Islam diimplementasikan dalam konteks praktis, sejalan dengan prinsip-prinsip
magqasid al-shari‘ah yang menekankan pada perlindungan harkat dan martabat
individu serta keadilan sosial dalam putusan hukum.

Nurul Rifdah herman. Musyfikah Ilyas dan Nurfaika Ishak telah melakukan studi
dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pertimbangan Hakim dalam
Menentukan Kadar Natkah Madliah, Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah Terhadap Perkara
Cerai Talak." Penelitian ini fokus pada pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam
menetapkan jumlah nafkah madhiyah, natkah ‘iddah, dan mut‘ah dalam perkara cerai
talak, khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.
Ketidakselarasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian seringkali
disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya
mengakibatkan berakhirnya perkawinan. Salah satu konsekuensi dari perceraian
tersebut adalah adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan natkah madhiyah,
nafkah ‘iddah, dan mut‘ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum
dalam pemberian natkah serta faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam
menentukan jumlah nafkah madhiyah, naftkah ‘iddah, dan mut‘ah dalam kasus cerai
talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan
jumlah nafkah didasarkan pada dua faktor utama, yaitu penghasilan suami (aspek
ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Selain itu, tidak ada faktor lain yang menjadi
penghalang dalam pemberian nafkah madhiyah, natkah ‘iddah, dan mut‘ah secara
khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa. Namun, secara umum, Kompilasi Hukum
Islam menyebutkan bahwa nusyuz dapat menjadi faktor penghalang untuk
mendapatkan nafkah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi

7 Dedis Rahadian, et al. “Implementasi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Terhadap
Pemberian Nafkah Pasca Perceraian.” Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, Oktober,
2021.
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kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk aktif dalam menyebarkan informasi
kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah
perceraian, serta menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.”

Studi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hakim
mempertimbangkan aspek ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dalam menetapkan
nafkah pasca perceraian. Hal ini sejalan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan
ulang filsafat putusan hakim mengenai nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan menggunakan
teori maqasid al-shari ‘ah Jaseer Auda. Studi tersebut memberikan pemahaman tentang
implementasi hukum Islam dalam kasus perceraian, yang bisa menjadi landasan bagi
pembahasan disertasi ini mengenai bagaimana aspek-aspek ini seharusnya
diinterpretasikan dan diterapkan untuk mencapai tujuan maqasid al-shari‘ah dalam
konteks keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azka dan A'dawiyah Bt Ismail telah melakukan
studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul "Pembebanan Nafkah ‘iddah dan
Mut‘ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan
Malaysia." Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri seringkali tidak mencakup
tuntutan tambahan kepada suami untuk memberikan Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah, yang
menyebabkan banyak istri tidak mendapatkan hak nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam
perkara perceraian. Namun, hak untuk mendapatkan nafkah ini bisa diminta saat
mengajukan gugatan cerai, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai
No.727/Pdt.G/2021/Pa.Pkb. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum
yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah ‘iddah dan
mut‘ah dalam perkara cerai gugat, serta untuk mempelajari perspektif hukum Islam di
Indonesia dan Malaysia terkait pembebanan nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam perkara
cerai gugat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan putusan berdasarkan
pertimbangan bukti yang disajikan di persidangan, di mana jika terbukti bahwa
penggugat tidak nusyuz, hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan keadilan
dan perlindungan hak-hak perempuan, dengan mengikuti ijtihad yang dilakukan. Hal
ini sejalan dengan Pasal 41 UU No.l Tahun 1974 di Indonesia, dan dengan Undang-
Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 di Malaysia, yang lebih
menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Mengenai natkah mut‘ah, jumlah yang
harus diberikan oleh suami kepada istrinya ditentukan berdasarkan ketetapan hakim.”

Studi tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana hakim
mempertimbangkan dan menetapkan nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam konteks cerai

8 Nurul Rifdah Herman, et al. “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah
Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak.” Qadauna: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2 (Mei 2023), hlm. 543-558.
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gugat, yang mana relevan dengan upaya disertasi ini untuk merumuskan kembali
filsafat putusan hakim dengan memanfaatkan teori maqasid al-shari‘ah Jaseer Auda.
Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca
perceraian, termasuk dalam hal nafkah, menjadi fokus penting dalam sistem hukum
Islam di kedua negara tersebut. Analisis tentang bagaimana hukum Islam
diimplementasikan dalam kasus-kasus perceraian, serta bagaimana hakim
mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan dan ijtihad dalam putusan mereka, akan
memberikan landasan yang kuat bagi disertasi ini untuk mengeksplorasi bagaimana
teori magqasid al-shari‘ah dapat diterapkan untuk memperbaiki proses hukum terkait
nafkah ‘iddah dan mut‘ah, dengan tujuan memastikan perlindungan yang lebih baik
terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian.

Antoni telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan berjudul
"Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah ‘iddah dan Mut‘ah Pada Kasus Cerai
Talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." Disebutkan dalam penelitian ini bahwa
Perceraian yang terjadi mengakibatkan pengadilan dapat memerintahkan mantan suami
untuk memberikan biaya hidup berupa nafkah ‘iddah dan mut‘ah. Permasalahan
penelitian meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan putusan hakim mengenai nafkah
‘iddah dan mut‘ah dalam perkara perceraian di Pondok Pesantren Kelas 1A Padang.
(2) Apa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah natkah
‘iddah dan mut‘ah. (3) Apa saja hambatan yang menghambat pelaksanaan putusan
nafkah ‘iddah dan mut‘ah dalam perkara talak cerai di Pondok Pesantren Kelas 1A
Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan
sumber data dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan studi dokumen. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nafkah ‘iddah dan mut‘ah suami harus dibayarkan
sebelum ikrar talak. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya nafkah
‘iddah dan mut‘ah didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan suami dan istri. (3)
Kendala dalam pelaksanaan putusan hakim terjadi ketika suami tidak mau
melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga hakim menunda ikrar talak
selama enam bulan. Langkah ini diambil untuk melindungi hak istri dalam hidup ‘iddah
dan mut‘ah.*

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana
implementasi hukum Islam terkait nafkah ‘iddah dan mut‘ah dilakukan dalam praktik
di Indonesia. Studi tersebut menyoroti peran hakim dalam menetapkan dan
melaksanakan putusan yang memengaruhi kehidupan pascaperceraian, dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta kebutuhan dasar suami dan istri. Hal
ini sangat relevan karena disertasi ini bertujuan untuk mereformasi cara hakim
memutuskan mengenai nafkah ‘iddah dan mut‘ah dengan memanfaatkan teori maqgasid

8 Antoni. “Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Kasus Cerai
Talak di Pengadilan Agama Klas 1A Padang.” Jurnal Bung Hatta University, Vol. 8, No. 1, (2017).
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al-shari‘ah, yang menekankan pada perlindungan hak-hak fundamental, keadilan, dan
kemaslahatan sosial. Analisis tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan putusan juga memberikan wawasan penting bagi upaya disertasi ini dalam
mengusulkan reformasi hukum yang lebih baik untuk memastikan perlindungan yang
lebih efektif terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian di pengadilan
agama.

M. Yanis Saputra telah melakukan studi dan diterbitkan dalam sebuah laporan
berjudul "Judge Consideration of Nominal Determination Living Iddah dan Mut‘ah in
Epistemological Review." Bahwa penentuan jumlah nafkah ‘iddah dan mut‘ah
merupakan salah satu aspek penting dalam penyelesaian perkara yang harus ditangani
oleh seorang hakim dengan tujuan untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang
terlibat. Ini memerlukan pengkajian mendalam oleh hakim terhadap masalah yang
dihadapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan jumlah nafkah ‘iddah dan
mut‘ah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dalam suatu kasus, serta untuk
menyelidiki pandangan epistemologis terkait pertimbangan hakim dalam hal ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh hal yang
dapat dijadikan contoh sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah natkah
‘iddah dan mut‘ah. Namun, dalam kasus di mana semua faktor pertimbangan tersebut
hadir, hakim harus dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, apakah kepentingan
istri atau suami. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan kearifan dari seorang
hakim dalam menjatuhkan keputusan yang tetap mengedepankan keadilan bagi semua
pihak yang terlibat.®!

Studi tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hakim
mempertimbangkan faktor-faktor yang kompleks dalam menentukan nafkah tersebut,
yang merupakan inti dari formulasi filosofi putusan hakim dalam konteks disertasi ini.
Melalui pendekatan kualitatif dan normatif empi